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ABSTRAK

AKRAMUSSATTAR, ANALISIS PUTUSAN NOMOR 13/ PDT. BTH/ 2018/
2023 PN LSM TENTANG PERLAWANAN TERHADAP
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 63)., pp., bibl., app.
Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

Pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Nomor 2/KN/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang jo.
Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang. Meskipun pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur sebagaimana
yang diatur dalam peraturan tersebut namun tidak menutup kemungkinan adanya
gugatan yang diajukan ke Pengadilan. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak
Tanggungan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sering
mendapat gugatan dari pihak debitor maupun pihak lain yang merasa
kepentingannya dirugikan. Gugatan perdata yang dilakukan biasanya dalam bentuk
perlawanan sebelum pelaksanaan lelang maupun gugatan yang diajukan setelah
pelaksanaan lelang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap
perlawanan eksekusi hak tanggungan (putusan Nomor 13 Pdt.Bth/2018/PN Lsm),
Faktor yang menghambat terjadinya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, dan
upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian pelaksanaan lelang.

Data dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis Empiris data diperoleh
dari penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library
research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui
wawancara responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk
memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, putusan
pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim terhadap
perlawanan eksekusi hak tanggungan (putusan Nomor 13 Pdt.Bth/2018/PN Lsm)
adalah semua harta yang di agunankan oleh Samsul Bahri tidak ada kaitannya lagi
dengan para pelawan, Pihak terlawan I telah memberikan surat peringatan kepada
debitur, Alat bukti yang diajukan oleh para pelawan/kuasanya tidak mempunyai
kekuatan alat bukti yang sah. Faktor yang menghambat terjadinya pelaksanaan
eksekusi hak tanggungan adalah adanya gugatan dari pemilik SHM, permohohan
dispensasi dan penjadwalan ulang pembayaran cicilan kredit. Upaya yang dapat
dilakukan dalam penyelesaian pelaksanaan lelang adalah mengajukan bukti-bukti
surat, kreditur memberikan peringatan peringatan kepada debitur.

Disarankan agar pihak penggugat harus memahami kedudukan perkara dan
hukum atas kasus yang akan diajukan agar tidak adanya peluang untuk ditolak
oleh pengadilan. Peraturan tentang eksekusi langsung masih belum rinci sehingga
dalam pelaksanaannya sering ditemukan ketidaksamaan persepsi antara pihak
kreditur dan debitur.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau
menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan
Pengumuman Lelang. Keberadaan lelang sebagai fungsi public maupun privat
sangat dibutuhkan. Pelaksanaan lelang sendiri berdasarkan Peraturan Mentri
Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 telah memberikan kewenangan kepada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam
melaksanakan yang sangat luas termasuk diantaranya lelang eksekusi. Dalam
Pelaksanaan lelang khususnya lelang eksekusi, potensi gugatan sangat tinggi.
Gugatan/Bantahan itu tersendiri diajukan sebelum pelaksanaan lelang dan
pasca lelang. Gugatan sebelum pelaksanaan dimaksudkan oleh penggugat
untuk menunda pelaksanaan lelang. Dan gugatan/bantahan pasca lelang sangat
beragam motif yang melatar belakanginya.

Gugatan secara umum muncul ketika terjadi ketidakpuasan seseorang.
Sebagai negara hukum setiap warga Negara yang merasa hak-haknya
terlanggar, berhak untuk mengajukan gugatan/bantahan kepada pengadilan
sebagai saluran haknya yang terlanggar. Gugatan terhadap pelaksanaan lelang
sebagian besar karena perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam banyak kasus
gugatan terhadap pelaksanaan lelang, yang menjadi petitum penggugat adalah

perbuatan melawan hukum (PMH). Tuntutan/petitum yang diajukan oleh



penggugat dalam gugatannya pada intinya adalah gugatan perbuatan melawan
hukum (PMH). Menurut Wirjono Prodjodikro, perbuatan melawan hukum
adalah tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga
perbuatan yang secara langsung melanggar kesusilaan, keagamaan, dan sopan
santun yang secara tidak langsung juga melanggar hukum.

Pada Peraturan Mentri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
menerangkan bahwa lelang adalah penjualan barang yang dapat diikuti dan
disaksikan untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan lisan
untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman
lelang. Dan setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan dihadapan pejabat
lelang, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang atau
peraturan daerah. Sekilas pengertian lelang hamper sama dengan jual beli,
oleh karena itu kita harus memahami karakteristik lelang yang membedakan
dengan jual beli pada umumnya, yaitu:

1) Persiapan pengadaan

2) Pengumuman pelelangan

3) Pendaftaran peserta lelang

4) Penjelasan pelelangan

5) Penyampaian penawaran

6) Proses evaluasi

7) Lelang gagal dan pelelangan ulang
8) Pengumuman calon pemenang lelang

9) Masa sanggah
Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan lelang

dapat dilakukan dalam beberapa jenis pelaksanaan dalam hal ini jenis



pelaksanaan yang berlaku yaitu lelang eksekusi dimana lelang yang dilakukan
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dan melaksanakan ketentuan
dalam peraturan.

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Sedangkan lelang Hak
Tanggungan adalah lelang untuk melaksanakan Pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan (UUHT) yaitu, “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak
Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Lelang Hak Tanggungan akan
terlaksana jika ada permohonan dari pemohon lelang dan berkas telah
dinyatakan lengkap dan benar secara prosedural. Dalam permohonan lelang
terdapat syarat-syarat kelengkapan dokumen yang terdiri dari: fotokopi
Perjanjian Kredit, Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak
Tanggungan, Sertifikat Hak Milik dan berkas-berkas lainnya. Prosedur
permohonan dalam pengajuan lelang Hak Tanggungan kreditor menyampaikan
surat permohonan penetapan jadwal lelang dengan dilengkapi dokumen yang
bersifat khusus diantaranya, fotokopi perjanjian kredit, fotokopi Sertifikat Hak

Tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan, fotokopi sertifikat hak atas



tanah yang dibebani Hak Tanggungan, fotokopi Perincian Hutang debitor,
fotokopi surat peringatan, surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon
Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata
dan/atau tuntutan pidana dan fotokopi Laporan penilaian barang jaminan.
Klausula yang terdapat pada Akta Pemberian Hak Tanggungan menyatakan
bahwa jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,
berdasarkan perjanjian utang piutang, kreditor selaku pemegang Hak
Tanggungan Peringkat Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan,
dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitor.

Dalam pelaksanaan di lapangan sebelum mengajukan permohonan lelang
ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pihak Bank telah
melakukan peringatan secara patut kepada debitor yang mengalami kredit
macet yang dibuktikan dengan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.
Surat peringatan tersebut harus sudah dilampirkan pada saat pengajuan
permohonan lelang. Setelah dilakukan pemanggilan dan ternyata tidak ada
itikad baik dari debitor untuk memenuhi kewajiban serta tidak ada alasan yang
dapat dijadikan pertimbangan (misalkan keadaan overmacht) maka debitor
tersebut dinyatakan wanprestasi (suatu kondisi dimana debitor berada dalam
keadaan lalai). Atas dasar tersebut Bank mengajukan permohonan lelang
kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk
ditetapkan pelaksanaan lelang.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 pada Pasal 1 butir (1)

menyebutkan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang



berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor-kreditor lain. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji
untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu,
yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
perjanjian utang-piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang
menimbulkan utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut
dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT
(Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996).

Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan,
dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pendaftaran Tanah
menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 13 ayat (I), Pasal 14 ayat (1)
dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996). Sertifikat Hak Tanggungan
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka
berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan
tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi Sertifikat Hak

Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian



eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,
penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan, jika
dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan
semua pihak (Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1996).

Karena hak tanggungan merupakan hak kebendaan, maka keberadaan
benda objek jaminan merupakan syarat yang sangat penting bagi eksistensi
suatu jamian utang. Bukan hanya itu, bahkan hak tanggungan akan mengikuti
benda objek jaminan utang, ke manapun benda tersebut berada atau dialihkan.
Pasal 7 dari Undang-undang Hak Tanggungan dengan tegas menentukan
bahwa hak tanggungan tetap mengikuti objeknya, ke dalam tangan siapapun
objek tersebut berada. Benda objek hak tanggungan yang konvensional adalah
objek hak tanggungan yang sudah disebut sejak dari ketentuan Undang-undang
Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Perlu juga diketahui bahwa salah satu
karakter utama dari hak tanggungan adalah perpindahan hak atas objek benda
ke pihak ketiga ketika benda tersebut dieksekusi, yaitu jika utang dalam
perjanjian pokok tidak terbayar sesuai yang diperjanjikan.

Oleh karena itu, hak atas benda objek hak tanggungan juga harus
mempunyai sifat dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Syarat dapat
beralih dan dialihkan sudah terpenuhi bagi hak milik (Pasal 25 UUPA).
Menurut Pasal 224 HIR (Herziene Indonesische Reglement) dan Pasal 258
R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten) suatu grose dari akta hipotik dan surat

hutang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia yang pada kepalanya



memakai perkataan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Apabila grose akta itu
tidak ditepati secara damai, maka eksekusinya dapat dilakukan atas perintah
dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Sejak berlakunya Undang Undang
Pokok Agraria (Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok Agraria) lembaga jaminan atas tanah adalah hak tanggungan namun
ketentuan materiilnya tetap menggunakan hipotik dan credietverband. Pada
tahun 1996 dilakukan unifikasi pengaturan hak jaminan atas tanah menjadi hak
tanggungan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hak-hak
dan fasilitas kreditur pemegang hak tanggungan adalah sama seperti pada
hipotik dan credietverband, antara lain hak untuk didahulukan pemenuhan
piutangnya (kedudukan preferensi), hak tanggungan selalu mengikuti bendanya
di tangan siapa benda tersebut berada, dan lain-lain.

Di dalam hak tanggungan juga terdapat asas yang menguntungkan
kreditur, yakni mudah dan pasti eksekusinya. Apabila debitur wanprestasi, maka
kreditur dapat mengeksekusi obyek hak tanggungan secara paksa atas bantuan
pengadilan. Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai titel eksekutorial
dinyatakan sama kualitasnya dengan putusan hakim sehingga dapat dieksekusi
secara paksa. Di samping itu kreditur pertama pemegang hak tanggungan
mempunyai hak untuk menjual lelang obyek hak tanggungan tanpa meminta fiat
eksekusi dari ketua pengadilan. Bahkan kreditur juga dapat menjual obyek hak
tanggungan secara di bawah tangan jika hal itu sebelumnya telah disepakati

bersama antara kreditur dan debitur. Pada awalnya title eksekutorial diletakkan



pada grose akta hipotik,lalu kemudian diletakkan pada sertifikat hipotik dan
terakhir pada Sertifikat Hak Tanggungan. Peraturan Menteri Agraria Nomor 15
Tahun 1961 menyatakan bahwa sertifikat hipotik yang diterbitkan Kantor
Agraria mempunyai titel eksekutorial dan dapat dilaksanakan seperti putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 594.3/3102/Agr,
tanggal 9 September 1987 dan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Nomor: 594.3239/KBPN, 29 Desember 1988, titel
eksekutorial tidak lagi diletakkan pada akta hipotik/ credietverband
melainkan pada sertifikat hipotik/ credietverband yang diterbitkan Kantor
Pertanahan. Dalam Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996
juga ditentukan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai titel
eksekutorial dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang
mengenai hak atas tanah.

Pengalihan penempatan titel eksekutorial dari grose akta hipotik ke
sertifikat hipotik lalu ke Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh
Kantor Pertanahan selaku organ eksekutif merupakan penyimpangan terhadap
Pasal 224 H.I.R yang bersifat memaksa dan limitatif. Pasal 224 H.I.R sebagai
aturan hukum formi telah menetapkan secara limitatif bahwa yang dapat
dieksekusi secara paksa atas perintah pengadilan selain putusan hakim
hanyalah grose akta hipotik dan surat hutang. Ketentuan dalam Pasal 224 HIR
kemudian disimpangi oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor: 15 Tahun 1961

dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 594.3/3102/Agr, tanggal 9



September 1987 yang disusuli Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor: 594.3/239/KBPN, tanggal 29 Desember 1988, yang
kedudukannya berada di bawah HIR/ R.Bg yang setingkat dengan undang-
undang. Meski kemudian dikukuhkan oleh Undang Undang Hak Tanggungan
Nomor 4 tahun 1996 juga kurang tepat, karena Undang Undang Hak
Tanggungan merupakan hukum materiil bukan hukum formil. Hukum materiil
hanya mengatur hak dan kewajiban, sedang hukum formil bersifat imperatif
yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil, termasuk pula tata cara
eksekusi putusan pengadilan dan surat/dokumen yang mempunyai kekuatan
eksekutorial

Meskipun pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Nomor 2/KN/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang jo.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang namun tidak menutup kemungkinan adanya gugatan
yang diajukan ke Pengadilan. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan
oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sering
mendapat gugatan dari pihak debitor maupun pihak lain yang merasa
kepentingannya dirugikan.

Gugatan perdata yang dilakukan biasanya dalam bentuk perlawanan
sebelum pelaksanaan lelang maupun gugatan yang diajukan setelah
pelaksanaan lelang. Mayoritas timbulnya gugatan disebabkan oleh

ketidakpuasan debitor atas pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang



dimohonkan oleh Bank yang bersangkutan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL). Pada dasarnya tidak semua gugatan yang
diajukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
sebelum pelaksanaan lelang dapat secara langsung membatalkan pelaksanaan
lelang, hanya gugatan yang diajukan pihak ketiga dan berkaitan dengan barang
jaminan saja yang dapat menunda pelaksanaan lelang.

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan
permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga
peradilan yang disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh
Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai. Pada HIR dan Rbg
dijelaskan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita
revindacatoir dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi
hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah
pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari
Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6)
RBg). Pihak ketiga yang dimaksud yang melakukan perlawanan adalah pihak
ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya (pemegang hak
milik, HGU, HGB, Hak Pakai, termasuk penanggungan hak tanggungan dan
hak sewa) dan penyewa yang obyeknya bukan tanah.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan terkait gugatan pelaksanaan
lelang yaitu “Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap

objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau



istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6
Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) tidak dapat dilaksanakan. Hal yang
tidak kalah pentingnya adalah alasan diajukannya gugatan oleh debitor maupun
pihak ketiga. Bagi debitor apakah alasan tersebut berkaitan dengan adanya
unsur perbuatan melawan hukum antara kreditor dan debitor atau alasan yang
sifatnya hanya untuk mengganggu atau menunda dilaksanakannya lelang
maupun eksekusi barang jaminan lelang. Sedangkan pada perlawanan yang
diajukan oleh pihak ketiga, alasan diajukannya perlawanan harus dapat
dibuktikan dan cukup beralasan.

Eksekusi hak tanggungan menjadi semacam penyakit kronis yang sulit
ditemukan formula penyelesaiannya singkat dan memiliki kepastian hukum
meski asas perjanjian menjamin hak para pihak yang terikat didalamnya.
Namun dalam pelaksanaannya, tidak mudah bagi pihak yang dirugikan untuk
mendapatkan haknya meski undang-undang telah mengatur sedemikian rupa.
Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (selanjutnya
ditulis KUHPerdata), tiap-tiap perikatan lahir karena persetujuan dan karena
undang-undang.

Sumber terpenting dari perikatan adalah perjanjian, terutama perjanjian
obligatoir (perjanjian pokok) yang diatur lebih lanjut di dalam Bab Kedua
Buku Ketiga KUHPerdata “Tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari
kontrak dan perjanjian”. Menurut Herlien Budiono perjanjian adalah suatu
perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat

yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih,



di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang
menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan para pihak yang satu dan atas
beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan
perundang-undangan. Adanya kata sepakat menunjukkan bahwa perjanjian
tidak lahir dari keinginan satu pihak namun merupakan keinginan dari para
pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini merupakan bentuk kepastian hukum
atas eksekusi bilamana salah satu pihak yang dibebani dengan kewajiban gagal
atau lalai menjalankan kewajibannya.

Di era modern, perjanjian semakin berkembang dengan asas kebebasan
berkontrak yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) di mana setiap
perjanjian berlaku sebagai undang-udang bagi para pihak. Kebebasan berkontrak
yang dianut dalam KUHPerdata tidak semerta-merta membuat setiap orang berhak
melakukan perjanjian apa saja. Kebebasan yang dimaksud tetap berpegang pada
syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.

Tanpa empat syarat tersebut, perjanjian akan dapat dibatalkan (tidak
memenuhi syarat subjektif) atau batal demi hukum jika syarat objektif tidak
terpenuhi. Persyaratan tersebut menjadi hal mendasar dalam melakukan
perikatan-perikatan baik yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-

undang, termasuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit menjadi payung hukum



lembaga perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga
intermediary yakni menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam
bentuk pembiayaan atau kredit.'

Putusan majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor
13/Pdt.Bth/2018/PN Lsm. Hakim mengadili menolak gugatan para pelawan
seluruhnya, menghukum para pelawan untuk membayar biaya perkara yang
sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.861.000,00,-(delapan ratus enam puluh
satu rupiah). Sehingga penulis ingin menganalisa putusan hakim Nomor
13/Pdt.Bth/2018/PN Lsm dengan melihat dan menelahaan ketentuan yang ada
dan juga melihat perundangan yang berlaku di Indonesia tentang pelaksanaan
lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Kasus Posisi

Dalam kasus ini terdapat dua pelawan yaitu Zainuddin. A berumur 60
Tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun tunong Gampong
Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya
disebut sebagai Pelawan I. Kemudian Maryani berumur 54 Tahun, pekerjaan
PNS (Guru), tempat tinggal di Dusun tunong Gampong Meunasah Lhok
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai
Pelawan II. Kemudian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
berkedudukan di Jakarta, C/q. Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia
(Persero), TBK, Kantor Cabang Lhokseumawe, beralamat dan berkedudukan

di JL.Merdeka No. 1, gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti

Jamilus, Persoalan  Dalam  Pelaksanaan  Eksekusi  Sertifikat Dan  Hak
Tanggungan,Kuningan,Jakarta Selatan,2017,hlm 284



Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I. Kemudian Kepala

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe,

beralamat dan berkedudukan di JL.T.Hamzah Bendahara, Gampong Kuta

Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut

sebagai terlawan II. Kemudian Bahraini berumur 55 Tahun, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di JL.Peuta Rumoh Rayeuk, Gang Bidan

Gampong Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,

bertindak untuk diri sendiri dan sebagai ahli waris dari almarhum Samsoel

Bahri R, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya

2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawanan yang baik dan benar;

3. Menyatakan objek lelang eksekusi berupa: 1 (satu) bidang tanah
perkarangan seluas 831 M? (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi),
beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di
Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara
Batu Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 169
Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 atas nama Maryani (Pelawan II),

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara  : dengan persil tanah Nomor: 00161

Sebelah Selatan : dengan Jalan Banda Aceh-Medan

Sebelah Timur : dengan persil tanah Nomor: 00174

Sebelah Barat  : dengan lorong batas

Adalah sah sebagai milik Bersama Para Pelawan



4. Membatalkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap 1

(satu) bidang tanah perkarangan seluas 831 M? (delapan ratus tiga puluh
satu meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen
diatasnya, yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Meunasah
Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor: 169 tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006
atas nama Maryani (Pelawan II) yang diajukan oleh Terlawan I kepada
Terlawan II.

. Menghukum Terlawan 1, Terlawan II dan Terlawan III untuk
mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 169 Tahun 2006 tanggal 11
Desember 2006 atas nama Maryani (Pelawan II) yang diajukan oleh
Terlawan I kepada Terlawan II.

. Menghukum Para Terlawan secara tanggung rentang membayar biaya

perkara.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kasus posisi yang telah diuraikan, maka

permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah:

a.

Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perlawanan eksekusi hak
tanggungan (putusan Nomor 13 Pdt.Bth/2018/PN Lsm).
Faktor yang menghambat terjadinya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan.

Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian pelaksanaan

lelang.



D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup hukum acara perdata dan
dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap Nomor 13/Pdt.Bth/2018/PN Lsm.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang
menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap perlawanan eksekusi hak
tanggungan (putusan Nomor 13 Pdt.Bth/2018/PN Lsm).
2. Untuk menjelaskan Faktor yang menghambat terjadinya pelaksanaan
eksekusi hak tanggungan.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian
pelaksanaan lelang.
E. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Lelang
Kata lelang diambil dari kata adalah Auctio, yang artinya
peningkatan secara bertahap. Berbeda dengan jual-beli, lelang merupakan
penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada
umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau
dengan pemasukkan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-
orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan
atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan
untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau

memasukkan harga dalam sampul tertutup.



Definisi lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sub 17
UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka
umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui
usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Sedangkan menurut
Roell, penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi
antara saat mana seorang hendak menjual satu atau lebih suatu barang,
baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya, memberi
kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk
membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana
kesempatan lenyap.

Adapun pengertian lelang yang dipakai saat ini di Indonesia
menurut peneliti adalah cara penjualan barang di muka umum yang
dilaksanakan oleh atau sistem lelang dihadapan pejabat lelang dengan cara
pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara
terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman
lelang. Lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, dan harus
didahului dengan pengumuman lelang, serta harus dihadiri oleh Peserta
Lelang, Pemohon Lelang, Pemandu Lelang dan Pejabat Lelang. Lelang di
Indonesia harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang dari Kantor Lelang
Negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan pemerintah. Dengan
demikian atas pengertian lelang diatas, maka terdapat unsur-unsur yang

melekat pada pengertian lelang,yaitu:



1. Penjualan barang (tender pengadaan barang dan/atau jasa tidak
termasuk dalam pengertian ini).
2. Dilakukan dihadapan umum dengan cara mengumumkannya melalui
media massa.
3. Pembeli belum diketahui sebelumnya.
4. Penawar dengan harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pembeli.
5. Dilakukan dengan cara penawaran yang khusus dan dilakukan pada
suatu saat dan tempat tertentu.”
. Perlawanan Hukum
Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-
undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim bagi para pihak,
baik itu seseorang atau pun badan hukum yang merasa tidak puas serta
dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam pelaksanaanya
upaya hukum dapat dibedakan antara upaya hukum biasa terdiri dari
banding dan kasasi. Dan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi dan
peninjauan kembali. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum
mempunyai tugas sebagai salah satu penentu keputusan perkara. Putusan
yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan
masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat. Artinya kualitas putusan
hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh
pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Hakim

dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta

2 Adwin Tista, Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia,2013, hlm 47



yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan
landasan yuridis.” Sebagai penegak hukum dan keadilan di masyarakat,
hakim dituntut mempunyai kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi.
Hakim sebagai salah satu aparat yang menyelenggarakan peradilan, harus
konsisten menjaga moral yang baik. Hanya dengan moral yang baik
tersebut, maka setiap putusan perkara di peradilan lebih mendekatkan pada
keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan dengan memahami
kenyataan-kenyataan yang terjadi.*

Namun yang terjadi saat ini, seiring dengan perkembangan
peradaban, dimana masyarakat luas mulai sedikit demi sedikit mampu
mengerti akan hak dan kewajibannya, memahami makna keadilan, serta
mampu menempatkan dirinya pada fungsi kontrol terhadap pelaksanaan
peran hakim dalam proses peradilan. Setiap penyimpangan, kesalahan
prosedur, serta hal-hal yang dirasakan tidak adil atau tidak memuaskan
dalam proses peradilan akan diikuti dengan reaksi-reaksi sosial dengan
berbagai bentuk, dari yang reaksi halus sampai reaksi yang keras. Salah
satu dari berbagai reaksi tersebut adalah melakukan upaya hukum
dipengadilan yang termasuk dalam upaya hukum biasa yakni banding.
Kata banding artinya imbangan, persamaan atau tara; sebanding artinya
seimbang atau setara. Pengertian banding dalam arti luas berarti semua

pernyataan keberatan tentang sesuatu putusan dalam suatu perkara supaya,

3 Fence M. Wantu, Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan kemanfaatan, Pustaka
Pelajar,Yogyakarta, 2011, hlm. 10

4 Fence M. Wantu, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Reviva Cendekia,
Yogyakarta, 2011, him. 92



putusan tadi diselidiki, ditinjau kembali dan diperbaiki. Jadi permintaan
banding itu adalah suatu cara menentang putusan pengadilan negeri atau
juga putusan administratif, sehingga sesuatu perkara dapat diperiksa
kembali tentang kenyataan fakta-faktanya maupun hukum.’

. Eksekusi

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari
pelaksanaan tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg. Peraturan
sebagai pedoman tata cara melaksanakan putusan hakim/pengadilan diatur
dalam HIR/RBg pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai
Pasal 258 RBg.5 Istilah pelaksanaan putusan hakim/ putusan pengadilan
berasal dari istilah “eksekusi”, yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia
dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Dalam HIR/RBg pengertian eksekusi
sama dengan pengertian menjalankan putusan (fenuitvoer legging van
vonnissen). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi
putusan pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan™ sepertinya
sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan
istilah “pelaksanaan putusan”.’

Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah suatu tindakan paksa
dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak
yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara

dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat

’ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, P.T ALUMNI, Bandung, 2010, hlm. 179
% Djamanat Samosir, Ibid., hlm. 325-326



dilaksanakan atau dijalankan, sehingga terealisasilah prestasi sebagai
kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan. Eksekusi merupakan
suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses
perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu
perkara atau persengketaan, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana
putusan Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat
diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata.
Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan
tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya.
Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan
pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan.
Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain
adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi
prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.’” Putusan hakim
bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak atau
kedudukan hukumnya, yang selanjutnya mewujudkan realisasi atau
pelaksanaan eksekusinya secara paksa. Suatu putusan yang hanya
memiliki kekuatan mengikat saja belum cukup dan tidak berarti apa-apa,
bila putusan tersebut tidak dapat direalisir atau dieksekusi. Jadi putusan
yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan
secara tegas terhadap hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasi

melalui eksekusi yang dilakukan oleh alat negara.®

7 Fara Divana, Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri, 2010.
¥ Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Djambatan,2003), him.194.



4. Hak Tanggungan

Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas
tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya
disebut Undang-Undang Hak Tanggungan), memberi rumusan pengertian
hak tangggungan sebagaimana dapat di lihat dalam Pasal 1 Ayat (1) Hak
tanggungan adalah hak jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam undang undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut benda-benda lain
yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang
tertent, yang memberikan kedudukan yang di utamakan kepada kreditur-
kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata di sebutkan bahwa’segala
harta kekeyaan debitur baik berupa benda bergerak maupun yang akan ada
di kemudian hari, akan menjadi jaminan bagi semua perikatan-perikatan
yang di buatnya”. Pasal 1131 KUH Perdata, sudah merupakan asas yang
berlaku umum yang memungkinkan terjadi pemberian jaminan oleh
seseorang kepada banyak kreditur. Jika sekiranya debitur cedera janji
terhadap seorang kreditur atau beberapa orang kreditur atau mungkin
terjadi keadaan yang lebih parah lagi yakni debitur dinyatakan jatuh pailit
dan harta kekeyaannya harus di likuidasi, bukankah masing-masing
kreditur merasa mempunyai hak yang sama terhadap harta kekayaan
debitur. Harta kakayaan debitur akan menjadi jaminan secara bersama-

sama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata). Konsekuensinya



adalah hasil dari penjualan benda—benda yang menjadi kekayaan debitur
akan menjadi dan akan dibagi kepada semua kreditur secara seimbang

(proposional) berdasarkan besarnya nilai piutang masing-masing kreditur.’

5. Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah
“putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara
perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka
putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak pencerminan
nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta
moral dari hakim yang bersangkutan, Kalau kita bertitik tolok pada
ketentuan ketentuan pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 30 R.O., Pasal
23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 4
Tahun 2004, tidak ditemukan pengertian atau batasan terhadap “putusan
hakim”. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas hanya menentukan hal-hal
yang harus ada dan dimuat dalam putusan hakim, Untuk itu kita lihat
beberapa pandangan doktrina dan pandangan rancangan perundang-
undangan mengenai pengertian “putusan hakim atau pengadilan” sebagai
berikut:

1. Rubini, dan Chaidir Ali, merumuskan bahwa, Keputusan
Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses
perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, yang menurut
kesimpulankesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim
serta memuat pula akibat-akibatnya.

’ Wahyu Pratama, Tinjauan Hukum Tentang Sertifikat Hak Tanggungan Menurut Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996, 2015, hlm. 3



2. Mertokusumo, memberi batasan putusan hakim adalah suatu
pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi
wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa
antara para pihak.

3. Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU)
Hukum Acara Perdata menyebutkan “Putusan Pengadilan”
adalah Suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara
yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman,
yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan
di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu gugatan.'

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang
bersifat normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
Yuridis Empiris Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti
tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode
penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu
yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus
menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai

secara maksimal.

10 Laila M. Rasyid, Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, 2015, hlm 97.



1. Definisi Oprasional Variabel

a. Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan
caramenawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih
tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi.

b. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (res judicata / inkracht van gewijsde) yang bersifat
penghukuman (condemnatoir), yang dilakukan secara paksa, jika perlu
dengan bantuan kekuatan umum.

c. Hak Tanggungan adalah Penjaminan atas barang tidak bergerak dan atau
kapal berukuran tertentu serta barang-barang yang ditentukan oleh
pemerintah yang diberikan debitur kepada kreditur untuk jaminan
utangnya; penjaminan dibuktikan dengan akta pembebanan hak
tanggungan (APHT).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang
dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula
dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku
serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat, atau dengan kata
lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya
atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk
mengetahui an menemukan fakta-fakta dan data lapangn yang dibutuhkan,

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada



identifikasi masalah pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah'’

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris dapat berupa
masyarakat tertentu, daerah tertentu, atau lembaga tertentu yang ada
dimasyarakat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe,
tepatnya didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Lokasi
ini secara sengaja ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa adanya
kasus perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan di wilayah hukum

Pengadilan Negeri lhokseumawe.

. Populasi Penelitian

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang
terkait, hakim yang berwenang di Pengadilan Negeri Lhokseumawe,

Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan juga Akademisi.

. Metode Pengambilan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebahagian dari populasi.
Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah purposive sampling
(kelayakan). Teknik ini digunakan pada sebahagian dari seluruh populasi
yang ada yang diperkirakan dapat memberikan data yang akurat serta
dianggap mewakili keseluruhan. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu
proses pengambilan sample dengan menentukan terlebih dahulu jumlah
sample yang hendak diambil, kemudian dalam memilih sample dilakukan

dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, sampel terdiri dari:

15-16.

" Bambang Waluyo, Penelian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him.



a. Responden
1) Hakim
2) Penggugat
3) Tergugat
b. Informa
1) Panitera

2) Akademisi

6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara
sebagai berikut:
a. Penelitian Kepustakaan (library Research)

Penelitian kepustakaan adalah teknik yang dilakukan untuk
mendapatkan data suekunder yang dilakukan dengan cara membaca
buku, jurnal-jurnal, surat kabar, makalah, dokumen-dokumen dan
peraturan perundang-undangan dan bahan- bahan yang berkenaan
dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini ini dilakukan dengan cara wawancara dengan
tujuan untuk mendapatkan data primer, yaitu peneliti melakukan tanya
jawab secara langsung dengan narasumber maupun responden untuk

mendapatkan informasi yang dibutuhkan.



7. Teknik Menganalisis Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari
hasil penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan
pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa untuk menghasilkan data
deskriptif dan analisis terhadap data yang diperoleh dari responden dan
informan, baik secara lisan maupun secara tulisan yang kemudian dipelajari
serta diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah

karya tulis berbentuk skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika
penelitian sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan berisikan Latar Belakang Permasalahan,
Kasus Posisi, Identifikasi Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan,
Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

BAB II merupakan Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Nomor 13/Pdt.Bth/2018/PN Lsm yang berisi Duduk Perkara, Pertimbangan
Hakim, dan Amar Putusan.

BAB III merupakan Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2018/PN Lsm
yang berisikan Pertimbangan hakim terhadap perlawanan eksekusi hak
tanggungan (putusan Nomor 13 Pdt.Bth/2018/PN Lsm); Faktor yang
menghambat terjadinya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan; Upaya yang
dapat dilakukan untuk penyelesaian pelaksanaan lelang.

BAB IV merupakan Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II
RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR: 13/Pdt.Bth/2018/PN Lsm

A. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pelawan dengan surat gugatan tanggal 20
September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 September 2018 dalam Register Nomor
13/Pdt.Bth/2018/PN-Lsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. BAHWA, Para Pelawan merupakan pihak yang berhak dan sangat
berkepentingan menurut hukum terhadap objek lelang eksekusi yaitu: 1
(satu) bidang tanah pekarangan seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu
meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatasnya,
yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Meunasah Lhok
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Sertifikat Hak
Milik Nomor: 169 Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 atas nama

Maryani (Pelawan II), dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dengan persil tanah Nomor: 00161;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Banda Aceh-Medan;
- Sebelah Timur : dengan persil tanah Nomor: 00174;
- Sebelah Barat : dengan lorong batas;

b. BAHWA, Para Pelawan sebagai pihak yang berkuasa penuh dan berhak
untuk menguasai serta mempertahankan 1 (satu) bidang tanah pekarangan

seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi), beserta 1 (satu)



unit bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Banda Aceh-
Medan, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh
Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 169 Tahun 2006 tanggal 11
Desember 2006 atas nama Maryani (Pelawan II) (objek lelang eksekusi)
termasuk hak kebendaan yang melekat di dalamnya dan berhak untuk
mempertahankan dan/atau menikmati hasil dari tanah dan bangunan rumah
atau barang yang telah dikuasai. Menimbang, bahwa pada hari persidangan
yang telah ditentukan para Pelawan di persidangan hadir kuasanya,
sedangkan Terlawan I hadir Kuasanya, dan Terlawan II hadir Kuasanya

sedangkan Terlawan III hadir iannya sendiri ;

B. Pertimbangan Hakim

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan I/kuasanya dan eksepsi Terlawan
Il/kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan para
pelawan yang pada pokoknya mempersoalkan tentang Sertifikat Hak Milik
Nomor 169 adalah milik Samsul Bahri bukan milik Maryani (Pelawan II) yang
diajukan oleh para pelawan serta gugatan para pelawan adalah kabur (Obscuur
Libel);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan
memperhatikan tentang eksepsi Terlawan I/kuasanya dan eksepsi Terlawan
[I/kuasanya tersebut diatas, telah ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal
yang bersifat formil, dan terhadap hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi para

terlawan tersebut diatas haruslah dibuktikan terlebih dahulu baik oleh para



pelawan maupun para terlawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini
sudah memasuki materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan
dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas
maka untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi eksepsi
Terlawan I/kuasanya dan eksepsi Terlawan II/kuasanya tersebut diatas haruslah
dinyatakan ditolak;

Dalam Provesi;

Menimbang, bahwa para pelawan sebelum memasuki pokok perkara,
telah pula mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya untuk
menangguhkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap 1
(satu) bidang tanah pekarangan seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu
meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatasnya, yang
terletak di Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan
Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:
169 Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 atas nama Maryani (Pelawan II)
sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa putusan provisional adalah putusan yang
dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara
diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak
atau kedua belah pihak. atau menyebutkan gugatan provisional sebagai suatu
gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih

berlangsung, atau suatu putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu



permintaan yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna
kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 RV, Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 4 Tahun 1965 dan Nomor 16 Tahun 1969 maupun
Yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan
Kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, halaman 431, telah
mengakui keberadaan tuntutan provisionil dan menjadi acuan di dalam
memutus atas tuntutan provisionil;

Menimbang, bahwa menelaah atas dalil gugatan para pelawan atas obyek
perkara yang berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 831 M2 (delapan
ratus tiga puluh satu meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah
permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong
Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor: 169 Tahun 2006 tanggal 11 Desember atas nama
Maryani (Pelawan II), serta dikaitkan dengan tuntutan provisional, Majelis Hakim
tidak melihat adanya sesuatu yang esensi serta bersifat segera dan mendesak yang
perlu dilaksanakan atas tanah sengketa, oleh karena tidak ada sesuatu yang
mengubah keadaan semula atas tanah sengketa tersebut maka menurut majelis
Hakim hal tersebut sudah termasuk ke dalam lingkup tuntutan dalam pokok
perkara, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan provisionil para Penggugat
untuk ditolak karena tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan para pelawan

pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam gugatan para pelawan;



Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pelawan/
kuasanya yang pada pokoknya adalah mengenai pihak yang berkuasa penuh
dan berhak untuk menguasai serta mempertahankan 1 (satu) bidang tanah
pekarangan seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi),
beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di
Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu
Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:169 Tahun
2006 tanggal 11 Desember 2006 atas nama Maryani (Pelawan II) (objek lelang
eksekusi) termasuk hak kebendaan yang melekat di dalamnya dan berhak untuk
mempertahankan dan/atau menikmati hasil dari tanah dan bangunan rumah
atau barang yang telah dikuasai. Itikad baik harus dianggap selalu melekat pada
Para Pelawan selaku pihak yang berkuasa atas tanah dan bangunan rumah yang

batas-batasnya adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dengan persil tanah Nomor: 00161;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Banda Aceh-Medan,;
- Sebelah Timur : dengan persil tanah Nomor: 00174;
- Sebelah Barat : dengan lorong batas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak
disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti ;
1. Bahwa 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 831 M2 (delapan ratus tiga

puluh satu meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen



diatasnya, yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Meunasah
Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 169, tanggal 8 Desember 2006 dan telah dibalik
atas nama Samsul Bahri tanggal 22 Desember 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengktaan antara kedua belah
pihak adalah mengenai 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 831 M2
(delapan ratus tiga puluh satu meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan
rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan,
Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara,
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 169, tanggal 8 Desember 2006 dan
telah dibalik atas nama Samsul Bahri tanggal 22 Desember 2009, yang telah
dijadikan sebagai aggunan pinjaman kredit pada Terlawan I,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis
Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adalah,;

1. Apakah objek yang telah diangunankan kepada PT. Bank Republik
Indonesia TBK (Terlawan I) oleh Alm.Samsul Bahri (suami Terlawan III)
adalah milik para Pelawan?;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut diatas, maka majelis
akan mempertimbangkan: Apakah objek yang telah diangunankan kepada
PT.Bank Republik Indonesia TBK (Terlawan I) oleh Alm.Samsul Bahri (suami
Terlawan III) adalah milik para Pelawan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah

penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara



kepada Hakim dengan tujuan memperkuat kebenaran dalil tentang fakta- fakta

hukum yang menjadi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg para

pelawan/kuasanya berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pelawan/kuasanya untuk menguatkan dalilnya

telah mengajukan bukti berupa;

1.

Foto copy Surat Pernyataan antara Tn. Samsul Bahri dan Ny. Bahraini
dengan Ny. Maryani nomor 148/L/IX/2015 yang dibuat di Notaris Imran
Zubir Daoed, SH, tertanggal 15 September 2015, fotokopi dari fotokopi
tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda Plw - 1 ;

Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 169 Desa Meunasah Lhok,
sebidang tanah seluas 831 M2 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi)
di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam / Aceh Utara, Kecamatan Muara Batu,
Desa Meunasah Lhok, Pemegang Hak Tertulis atas nama Maryani, fotokopi
dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda Plw — 2 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahan/

sangkalannya Kuasa Hukum Terlawan I telah mengajukan bukti- bukti;

1. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 27 Agustus 2010,
sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya dibri

tanda T.I-1;

2. Fotocopy Akta Addendum Jangka waktu dan Suplesi Kredit (I) Nomor 51

tanggal 16 Juli 2009, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai

cukup, selanjutnya dibri tanda T.I-2;



3. Fotocopy Akta Addendum Jangka waktu dan Suplesi Kredit (II) Nomor 04
tanggal 2 Desember 2009, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi
materai cukup, selanjutnya dibri tanda T.I-3;

4. Fotocopy Akta Addendum Restrukturisasi Kredit (IV) Nomor 43 tanggal
29 September 2011, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai
cukup, selanjutnya dibri tanda T.I-4;

5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No 169 tanggal 11 Desember 2006,
atas nama Samsoel Bahri. R (20021964) yang diikat dengan Hal
Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) I Nomor 165
tanggal 03 Maret 2010, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai
cukup, selanjutnya dibri tanda T.I-5;

6. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) I Nomor 165 tanggal 03
Maret 2010, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup,
selanjutnya dibri tanda T.I-5a;

7. Fotocopy Surat Nomor B.4156-KC-I/ADK/12/2014 tanggal 29 Desember
2014 perihak Surat Peringatan, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi
materai cukup, selanjutnya dibri tanda T.I-6;

8. Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 5 September 2018,
sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya dibri
tanda T.I-7;

Menimbang, bahwa untuk Terlawan II dan Terlawan III tidak
mengajukan bukti-bukti surat kepersidangan;

Menimbang, bahwa para pelawan/kuasanya untuk menguatkan dalil-



dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi Syarifuddin Usman Bin Usman, menerangkan dibawah sumpah pada
pokoknya sebagai beriku;

Bahwa saksi kenal dengan para pelawan akan tetapi tidak ada hubungan
famil atau saudarai;

Bahwa saksi tahu persoalan antara para pelawan dengan terlawan III karena
masalah pinjam meminjam surat tanah;

Bahwa saksi juga tahu letak tanah yang disengketakan sekarang yaitu tanah
yang di Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh
Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara  : dengan persil tanah Nomor: 00161;

- Sebelah Selatan : dengan Jalan Banda Aceh-Medan;

- Sebelah Timur : dengan persil tanah Nomor: 00174;

- Sebelah Barat  : dengan lorong batas;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dibuat surat perjanjian pinjam
sertifikat atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu berapa lama sertifikat dipinjam oleh Alm.Samsul
Bahri;

Bahwa setahu saksi Alm.Samsul Bahri meminjam sertifikat sama Zainuddin
(pelawan II) untuk mengambil kredit di Bank;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Samsul Bahri ada memberikan uang kepada

Zainuddin (pelawan II);



Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut milik istri pak Zainuddin (pelawan
11);

Bahwa saksi ada melihat sertifikat karena diperlihatkan oleh (pelawan I) dan
saksi tidak tahu nomor sertifikat tersebut;

Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan sertifikat tersebut dipinjamkan oleh
Samsul Bahri;

Bahwa saksi ada diberitahukan oleh Alm.Samsul Bahri tentang pinjaman
sertifikat sama pak Zainuddin untuk keperluan mengambil kredit di Bank
Rakyat Indonesia;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Alm.Samsul Bahri ada memberikan uang
kepada Zainuddin;

Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut adalah milik isteri pak Zainuddin
(pelawan II);

Bahwa saksi pernah melihat sertikat akan tetapi tidak tahu nomor sertifikat
tersebut;

Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan sertifikat tersebut dipinjamkan oleh
Alm.Samsul Bahri; Bahwa setahu saksi hubungan Alm.Samsul Bahri
dengan Pak Zainuddin hanya sebatas teman; Bahwa saksi tidak tahu berapa
lama sertifikat tersebut dipinjamkan oleh Alm.Samsul Bahri;

Bahwa didalam tanah seketa tersebut ada bangunan rumah yang sekarang
ditemapati oleh para pelawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak

akan menanggapi dalam kesimpulan;



Saksi Rasnijar Bin M.Daud, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya

sebagai beriku;

- Bahwa saksi kenal dengan para pelawan akan tetapi tidak ada hubungan
famil atau saudarai;

- Bahwa saksi tahu persoalan antara para pelawan dengan terlawan III
karena masalah pinjam meminjam surat tanah,;

- Bahwa saksi juga tahu letak tanah yang disengketakan sekarang yaitu
tanah yang di Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu

Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dengan persil tanah Nomor: 00161;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Banda Aceh-Medan;
- Sebelah Timur : dengan persil tanah Nomor: 00174;
- Sebelah Barat : dengan lorong batas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dibuat surat perjanjian pinjam
sertifikat atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama sertifikat dipinjam oleh Alm.Samsul
Bahri;

- Bahwa setahu saksi Alm.Samsul Bahri meminjam sertifikat
samabZainuddin (pelawan II) untuk mengambil kredit di Bank;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Samsul Bahri ada memberikan uang
kepada Zainuddin (pelawan II);

- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut milik istri pak Zainuddin

- (pelawan II);



- Bahwa saksi ada melihat sertifikat karena diperlihatkan oleh (pelawan I)
dan saksi tidak tahu nomor sertifikat tersebut;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan sertifikat tersebut dipinjamkan oleh
Samsul Babhri;

- Bahwa saksi ada diberitahukan oleh Alm.Samsul Bahri tentang pinjaman
sertifikat sama pak Zainuddin untuk keperluan mengambil kredit di Bank
Rakyat Indonesia;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Alm.Samsul Bahri ada memberikan uang
kepada Zainuddin;

- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut adalah milik isteri pak Zainuddin
(pelawan II);

- Bahwa saksi pernah melihat sertikat akan tetapi tidak tahu nomor
sertifikat tersebut;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan sertifikat tersebut dipinjamkan oleh
Alm.Samsul Babhri;

- Bahwa setahu saksi hubungan Alm.Samsul Bahri dengan Pak Zainuddin
hanya sebatas teman,;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama sertifikat tersebut dipinjamkan oleh
Alm.Samsul Bahri;

- Bahwa didalam tanah seketa tersebut ada bangunan rumah yang sekarang
ditemapati oleh para pelawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas para

pihak akan menaggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa para terlawan dalam perkara ini tidak mengajukan
saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para
pelawan/kuasanya yaitu alat bukti Plw-1 Surat Pernyataan antara Tn. Samsul
Bahri dan Ny. Bahraini dengan Ny. Maryani nomor 148/L/IX/2015 yang dibuat
di Notaris Imran Zubir Daoed, SH, tertanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pelawan
yaitu saksi Syarifuddin Usman Bin Usman dan keterangan saksi Rasnijar Bin
M.Daud bahwa didalam isi Surat Pernyataan antara Tn.Samsul Bahri dan
Ny.Bahraini dengan Ny.Maryani tersebut menerangkan bahwa sertifikat Hak
Milik nomor 169 dipinjamkan oleh Samsul Bahri untuk dijadikan sebagai
jaminan pada Bank Rakyat Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang
Lhokseumawe dan dikembalikan oleh Samsul Bahri kepada Maryani selambat-
lambatnya pada bulan September tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka menurut hemat
majelis hal tersebut oleh Alm.Samsul Bahri sertifikat tersebut telah dijadikan
anggunan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Lhokseumawe atas
persetujuan daripada Maryani berdasatkan Surat Pernyataan yang dibuat
dihadapan Notaris Imran Zubir Daud SH, tertanggal 15 September 2015 ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban terlawan I bahwa Alm.Samsul
Bahri telah mengambil pinjaman kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Cabang Lhokseumawe ada dua tahap, untuk tahap yang pertama Alm.Samsul

Bahri menerima fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000.00- (dua ratus juta



rupiah) sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 86, Tanggal 27 Agustus 2003,
kemudian Addendum jangka waktu dan Suplesi Kredit pertama sesuai Akta
Nomor 51 Tanggal 16 Juli 2009 sehingga fasilitas kredit menjadi
Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Addendum
Jangka Waktu dan Suplesi Kredit kedua Akta Nomor 04, Tanggal 02 Desember
2009 sehingga fasilitas kredit menjadi sejumlah Rp375.000.000.00 (tiga ratus
tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para
pelawan/kuasanya yaitu alat bukti Plw-2 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM)
Nomor 169 Desa Meunasah Lhok, sebidang tanah seluas 831 M2 (Delapan
Ratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi) di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam/
Aceh Utara, Kecamatan Muara Batu, Desa Meunasah Lhok, Pemegang Hak
Tertulis atas nama Maryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pelawan
yaitu saksi Syarifuddin Usman Bin Usman dan keterangan saksi Rasnijar
Bin M.Daud bahwa Alm.Samsul Bahri telah meminjamkan sertifikat Hak
Milik nomor 169 untuk dijadikan sebagai jaminan pada Bank Rakyat
Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Lhokseumawe dan
dikembalikan oleh Samsul Bahri kepada Maryani selambat-lambatnya pada
bulan September tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban terlawan I untuk menjamin
pelunasan kredit, Debitur dalam hal ini Alm.Samsul Bahri telah menyerahkan

sebagai agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 tanggal 28



Desember 2005 atas nama Nursiah, yang diikat dengan Hak Tanggungan
berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 431/2008 dan Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor 510/2009. Dan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 169
tanggal 11 Desember 2006 atas nama Samsoel Bahri.R, yang diikat dengan Hak
Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 165/2010.;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 tanggal 28
Desember 2005 atas nama Nursiah, yang diikat dengan Hak Tanggungan
berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 431/2008 dan Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor 510/2009. Dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 169
tanggal 11 Desember 2006 atas nama Samsoel Bahri. tersebut menjadi jaminan
pelunasan kredit yang dijaminnya. bahwa ternyata Debitur tidak dapat
melunasi kewajibannya maka agunan tersebut akan dilelang dan dijual sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi
hutang debitur tersebut;

Menimbang, bahwa pihak terlawan I telah memberikan surat peringatan
kepada debitur dalam hal ini Alm.Samsul yaitu Surat Nomor B.4156-KC-
I/ADK/12/2014, Tanggal 29 Desember 2014, dan oleh pihak pelawan I juga telah
datang kerumah Nasabah langsung pada tanggal 0/9/2018 Yang pada intinya
meminta kepada Debitur Samsoel Bahry untuk segera melunasi kewajibannya
akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut
majelis semua harta yang di anggunankan oleh Samsul Bahri tidak ada

kaitannya lagi dengan para pelawan,;



Menimbang, bahwa, mulai kredit macet pada tahun 2014 dan kemudian
ada dlakukan penagihan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang
Lkoseumawe akan tetapi tidak mengindahkan atau tidak memenuhi
kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para pelawan yaitu
saksi Syarifuddin Usman Bin Usman dan keterangan saksi Rasnijar Bin
M.Daud bahwa oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Lkoseumawe
mengajukan pelelangan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Kota Lhokseumawe melakukan pelelangan karena kredit
sudah macet atas semua anggunan kredit yang diajukan oleh Samsul Bahri
berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 tanggal 28 Desember 2005 atas
nama Nursiah, yang diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor 431/2008 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor
510/2009. Dan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 169 tanggal 11 Desember
2006 atas nama Samsoel Bahri.R, yang diikat dengan Hak Tanggungan
berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 165/2010.tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para
pelawan/kuasanya yaitu Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 169
Desa Meunasah Lhok, sebidang tanah seluas 831 M2 (Delapan Ratus Tiga
Puluh Satu Meter Persegi) di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam / Aceh Utara,
Kecamatan Muara Batu, Desa Meunasah Lhok, Pemegang Hak Tertulis atas
nama Maryani, alat bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh para

pelawan dipersidangan hanya berupa foto copy;



Menimbang, bahwa dalam nilai normatif hukum perdata pada pasal
1888 KUHPerdata menentukan kekuatan pembuktian suatu surat yang berupa
salinan dan fotocopy dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang
kutipan, salinan dan fotocopy itu sesuai dengan aslinya, in casu, bukti Plw-2,
tidak ada aslinya walaupun telah diberi Materai sebagaimana ditentukan
Undang-Undang materai tidak mempunyai kekuatan alat bukti yang sah
sehingga alat bukti tersebut yang diajukan oleh para pelawan/kuasanya Majelis
mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti dan keterangan para saksi yang
diajukan oleh para pelawan/kuasanya sebagaimana diuraikan diatas dalam
hubungannya satu sama lainnya, para pelawan/kuasanya tidak dapat
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan para pelawan harus ditolak
dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang
diajukan oleh para terlawan,;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para pelawan ditolak, maka

para pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

C. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdata, Undang-Undang RI Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta peraturan lain yang bersangkutan;
Dalam Eksepsi;
MENGADILI:

- Menolak eksepsi para Terlawan seluruhnya;



Dalam Provesi;
- Menolak provesi para pelawan;
Dalam pokok perkara;
- Menolak gugatan para pelawan seluruhnya;
Menghukum para pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai
hari ini ditetapkan sejumlah Rp.861.000,00,- (Delapan ratus enam puluh satu

ribu rupiah).



BAB III
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.Bth/2018/PN LSM TENTANG
PERLAWANAN TERHADAP LELANG EKSEKUSI HAK
TANGGUNGAN DI WILAYAH HUKUM

PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE

A. Pertimbangan hakim terhadap perlawanan eksekusi hak tanggungan
(putusan Nomor 13 Pdt.Bth/2018/PN Lsm).

Dalam kasus ini terdapat dua pelawan yaitu Zainuddin. A berumur 60
Tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun tunong Gampong
Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya
disebut sebagai Pelawan I. Kemudian Maryani berumur 54 Tahun, pekerjaan
PNS (Guru), tempat tinggal di Dusun tunong Gampong Meunasah Lhok
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai
Pelawan II. Kemudian PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
berkedudukan di Jakarta, C/q. Pimpinan Cabang Pt.Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk, Kantor Cabang Lhokseumawe, beralamat dan berkedudukan di
JL.Merdeka No. 1, gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Terlawan [. Kemudian Kepala
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe,
beralamat dan berkedudukan di JL.T.Hamzah Bendahara, Gampong Kuta
Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut
sebagai terlawan II. Kemudian Bahraini berumur 55 Tahun, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di JL.Peuta Rumoh Rayeuk, Gang Bidan
Gampong Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,

bertindak untuk diri sendiri dan sebagai ahli waris dari almarhum Samsoel



Bahri R, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya

2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawanan yang baik dan benar;

3. Menyatakan objek lelang eksekusi berupa: 1 (satu) bidang tanah
perkarangan seluas 831 M? (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi),
beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di
Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara
Batu Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 169
Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 atas nama Maryani (Pelawan II),

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan persil tanah Nomor: 00161

Sebelah Selatan : dengan Jalan Banda Aceh-Medan

Sebelah Timur : dengan persil tanah Nomor: 00174

Sebelah Barat : dengan lorong batas
Adalah sah sebagai milik Bersama Para Pelawan

4. Membatalkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap 1
(satu) bidang tanah perkarangan seluas 831 M? (delapan ratus tiga puluh
satu meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di
atasnya, yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Meunasah
Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Sertifikat
Hak Milik Nomor: 169 tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 atas nama

Maryani (Pelawan II) yang diajukan oleh Terlawan I kepada Terlawan II.



5. Menghukum Terlawan 1, Terlawan II dan Terlawan III untuk
mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 169 Tahun 2006 tanggal 11
Desember 2006 atas nama Maryani (Pelawan II) yang diajukan oleh
Terlawan I kepada Terlawan II.

6. Menghukum Para Terlawan secara tanggung rentang membayar biaya
perkara.

Berdasarkan posisi kasus tersebut majelis hakim telah memutuskan
bahwa:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi para Terlawan seluruhnya;

Dalam Provesi;

- Menolak provesi para pelawan,;

Dalam pokok perkara;

- Menolak gugatan para pelawan seluruhnya;

- Menghukum para pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai
hari ini ditetapkan sejumlah Rp.861.000,00,- (Delapan ratus enam puluh satu
ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019,
Sulaiman M, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, M.Yusuf, SH.,MH,. dan Mukhtari,
SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Lsm

tanggal 20 September 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka



untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Ketua didampingi
oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Iskandar, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Lhokseumawe dihadiri Kuasa para Pelawan, Kuasa Terlawan I,
Terlawan III dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan II;

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersbut akan
diuaraikan sebagai berikut:

1. Semua harta yang di agunankan oleh Samsul Bahri tidak ada kaitannya lagi
dengan para pelawan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi para pelawan yaitu saksi Syarifuddin
Usman Bin Usman dan keterangan saksi Rasnijar Bin M.Daud bahwa didalam isi
Surat Pernyataan antara Tn.Samsul Bahri dan Ny.Bahraini dengan Ny.Maryani
tersebut menerangkan bahwa sertifikat Hak Milik nomor 169 dipinjamkan oleh
Samsul Bahri untuk dijadikan sebagai jaminan pada Bank Rakyat Indonesia Tbk
berkedudukan di Jakarta Cabang Lhokseumawe dan dikembalikan oleh Samsul
Bahri kepada Maryani selambat-lambatnya pada bulan September tahun 2016.
Surat Pernyataan antara Tn.Samsul Bahri dan Ny.Bahraini dengan Ny.Maryani
nomor 148/L/IX/2015 dibuat di Notaris Imran Zubir Daoed, SH, tertanggal 15
September 2015.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis hal tersebut
oleh Alm.Samsul Bahri sertifikat tersebut telah dijadikan anggunan pada Bank
Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Lhokseumawe atas persetujuan daripada Maryani
berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Imran Zubir Daud

SH, tertanggal 15 September 2015.



Alm.Samsul Bahri telah mengambil pinjaman kredit pada Bank Rakyat
Indonesia (BRI) Cabang Lhokseumawe ada dua tahap, untuk tahap yang pertama
Alm.Samsul Bahri menerima fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000.00- (dua ratus
juta rupiah) sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 86, Tanggal 27 Agustus 2003,
kemudian Addendum jangka waktu dan Suplesi Kredit pertama sesuai Akta
Nomor 51 Tanggal 16 Juli 2009 sehingga fasilitas kredit menjadi
Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Addendum
Jangka Waktu dan Suplesi Kredit kedua Akta Nomor 04, Tanggal 02 Desember
2009 sehingga fasilitas kredit menjadi sejumlah Rp375.000.000.00 (tiga ratus
tujuh puluh lima juta rupiah); untuk menjamin pelunasan kredit, Debitur dalam
hal ini Alm.Samsul Bahri telah menyerahkan sebagai agunan berupa Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 38 tanggal 28 Desember 2005 atas nama Nursiah, yang
diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor
431/2008 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 510/2009. Dan Sertifikat Hak
Milik SHM Nomor 169 tanggal 11 Desember 2006 atas nama Samsoel Bahri.R,
yang diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 165/2010.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut majelis semua harta yang di
agunankan oleh Samsul Bahri tidak ada kaitannya lagi dengan para pelawan.
Disebabkan Debitur tidak dapat melunasi kewajibannya maka agunan tersebut
akan dilelang dan dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya akan

digunakan untuk melunasi hutang debitur tersebut."

" M. Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 16 Januari
2023.



2. Pihak terlawan I telah memberikan surat peringatan kepada debitur

Pihak terlawan I telah memberikan surat peringatan kepada debitur dalam
hal ini Alm.Samsul yaitu Surat Nomor B.4156-KC- I/ADK/12/2014, Tanggal 29
Desember 2014, dan oleh pihak pelawan I juga telah datang kerumah Nasabah
langsung pada tanggal 05 September 2018 Yang pada intinya meminta kepada
Debitur Samsoel Bahry untuk segera melunasi kewajibannya akan tetapi tidak
pernah mendapat tanggapan positif sama sekali.

Berdasarkan keterangan saksi para pelawan yaitu saksi Syarifuddin Usman
Bin Usman dan keterangan saksi Rasnijar Bin M.Daud bahwa oleh pihak Bank
Rakyat Indonesia Cabang Lkoseumawe mengajukan pelelangan kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Lhokseumawe melakukan
pelelangan karena kredit sudah macet atas semua angunan kredit yang diajukan oleh
Samsul Bahri berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 tanggal 28 Desember
2005 atas nama Nursiah, yang diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan
Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 431/2008 dan Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 510/2009. Dan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 169 tanggal 11 Desember
2006 atas nama Samsoel Bahri.R, yang diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan
Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 165/2010.tersebut.’
3. Alat bukti yang diajukan oleh para pelawan/kuasanya tidak mempunyai

kekuatan alat bukti yang sah
Alat bukti yang diajukan oleh para pelawan/kuasanya yaitu Foto copy

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 169 Desa Meunasah Lhok, sebidang tanah

2 Lambok Siahan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota
Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 17 Januari 2023.



seluas 831 M2 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi) di Propinsi
Naggroe Aceh Darussalam / Aceh Utara, Kecamatan Muara Batu, Desa Meunasah
Lhok, Pemegang Hak Tertulis atas nama Maryani, alat bukti surat tersebut tidak
diperlihatkan aslinya oleh para pelawan dipersidangan hanya berupa foto copy;
dalam nilai normatif hukum perdata pada pasal 1888 KUHPerdata menentukan
kekuatan pembuktian suatu surat yang berupa salinan dan fotocopy dapat
mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang kutipan, salinan dan fotocopy itu
sesuai dengan aslinya, in casu, bukti Plw-2, tidak ada aslinya walaupun telah
diberi Materai sebagaimana ditentukan Undang-Undang materai tidak mempunyai
kekuatan alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut yang diajukan oleh para
pelawan/kuasanya Majelis mengenyampingkannya;

Dari alat-alat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para
pelawan/kuasanya sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama
lainnya, para pelawan/kuasanya tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
oleh karena itu gugatan para pelawan harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu

lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para terlawan.

B. Faktor Yang Menghambat Terjadinya Pelaksanaan Eksekusi Hak
Tanggungan
Faktor yang menghambat terjadinya pelaksanaan eksekusi hak
tanggungan adalah sebagai berikut.
1. Adanya gugatan dari pemilik SHM
Faktor yang menghambat terjadinya pelaksanaan eksekusi hak

tanggungan adalah adanya gugatan dari pemegang Sertifikat Hak Milik



Nomor: 169 Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 atas nama Maryani
(Pelawan II). Para Pelawan dengan surat gugatan tanggal 20 September
2018 yan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lhokseumawe pada tanggal 20 September 2018 dalam Register Nomor
13/Pdt.Bth/2018/PN-Lsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:’

a. Para Pelawan merupakan pihak yang berhak dan sangat
berkepentingan menurut hukum terhadap objek lelang eksekusi yaitu:
1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 831 M2 (delapan ratus tiga
puluh satu meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah
permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan,
Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh
Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 169 Tahun 2006
tanggal 11 Desember 2006 atas nama Maryani (Pelawan II).

b. Para Pelawan sebagai pihak yang berkuasa penuh dan berhak untuk
menguasai serta mempertahankan 1 (satu) bidang tanah pekarangan
seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi), beserta 1
(satu) unit bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan
Banda Aceh-Medan, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara
Batu Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:
169 Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 atas nama Maryani
(Pelawan II) (objek lelang eksekusi) termasuk hak kebendaan yang

melekat di dalamnya dan berhak untuk mempertahankan dan/atau

3 Maryani, Pelawan II, wawancara, tanggal 6 Januari 2023.



2. Perm

menikmati hasil dari tanah dan bangunan rumah atau barang yang telah
dikuasai.

Menurut hukum seharusnya hutang (kredit) Terlawan III bersama
suaminya almarhum Samsoel Bahri R semasa hidup pada Terlawan I
menjadi hapus atau dihapuskan, karena suami Terlawan III yaitu
Samsoel Bahri R telah meninggal dunia, atau sekurang-kurangnya
hutang (kredit) Terlawan III bersama suaminya almarhum Samsoel
Bahri R semasa hidup pada Terlawan I menjadi tanggung jawab
asuransi, sehingga tidak membawa akibat kerugian kepada Para
Pelawan selaku pihak ketiga; oleh karenanya Para Pelawan sangat
keberatan dengan adanya penetapan jadwal lelang eksekusi hak
tanggungan pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, sebagai maksud
pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Terlawan II terhadap
objek lelang eksekusi milik Para Pelawan;

ohohan dispensasi dan penjadwalan ulang pembayaran cicilan kredit

Terlawan III sampai sekarang belum bisa melunasi kredit yang

pernah diambil bersama suami dahulu. Oleh karena suami Terlawan III

sudah meninggal dunia dan Terlawan III tidak sanggup lagi untuk

melunasinya, maka memohon diberikan dispensasi dan penjadwalan ulang

pembayaran cicilan kredit atas nama suami Terlawan III dan Terlawan III

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun serta melakukan penghapusan

tunggakan bunga dan penalti/denda kredit.*

* Imam Muslim, Bank Syariah Indonesia Cabang Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 18

Januari 2023.



C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Penyelesaian Pelaksanaan Lelang
Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian pelaksanaan lelang
adaah sebagai berikut:
1. Mengajukan bukti- bukti surat
Untuk mendukung dalil-dalil bantahan/sangkalannya Kuasa Hukum
Terlawan I telah mengajukan bukti- bukti surat berupa;

a. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 27 Agustus 2010,
sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya dibri
tanda T.I-1;

b. Fotocopy Akta Addendum Jangka waktu dan Suplesi Kredit (I) Nomor
51 tanggal 16 Juli 2009, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai
cukup, selanjutnya dibri tanda T.I-2;

c. Fotocopy Akta Addendum Jangka waktu dan Suplesi Kredit (II) Nomor
04 tanggal 2 Desember 2009, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi
materai cukup, selanjutnya dibri tanda T.I-3;

d. Fotocopy Akta Addendum Restrukturisasi Kredit (IV) Nomor 43 tanggal
29 September 2011, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai
cukup, selanjutnya dibri tanda T.I-4;

e. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No 169 tanggal 11 Desember
2006, atas nama Samsoel Bahri. R (20021964) yang diikat dengan Hal

Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) I Nomor



165 tanggal 03 Maret 2010, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi
materai cukup, selanjutnya dibri tanda T.I-5;

f. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) I Nomor 165 tanggal 03
Maret 2010, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup,
selanjutnya dibri tanda T.I-5a;

g. Fotocopy Surat Nomor B.4156-KC-I/ADK/12/2014 tanggal 29 Desember
2014 perihak Surat Peringatan, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi
materai cukup, selanjutnya dibri tanda T.I-6;

h. Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 5 September
2018, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup,
selanjutnya dibri tanda T.1-7;

2. Kreditur memberikan peringatan peringatan kepada debitur
Sebelum kredit macet tersebut akan diserahkan kepada Kantor

Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang Lhokseumawe untuk dilakukan

eksekusi langsung, Terlawan I telah memberikan peringatan - peringatan

kepada Debitur Samsoel Bahry melalui Surat No. B.4156-KC-

I/ADK/12/2014, Tanggal 29 Desember 2014, Perihal Surat Peringatan dan

Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 05 September 2018. Yang pada

intinya meminta kepada Debitur Samsoel Bahry untuk segera melunasi

kewajibannya a quo, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif
dari Penggugat.

Dalam surat-surat peringatan tersebut Terlawan 1 juga sekaligus

memberitahukan kepada Debitur Samsoel Bahry mengenai kewajiban



pelunasan pinjaman, dimana dalam surat terakhir perinciannya yaitu dapat
dijelaskan sebagai berikut:

- Pokok Rp. 329.137.784,

- Bunga Rp. 502.156.359,

- Jumlah Rp. 831.294.143.-

Akan tetapi karena tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari Debitur
Samsoel Bahry untuk melunasi semua kewajibannya kepada Terlawan I bahkan
sampai ybs telah meninggal dunia, selanjutnya dengan mendasarkan pada
ketentuan hukum yang berlaku penyelesaian kredit macet atas nama Debitur
Samsoel Bahry akan dilakukan melalui eksekusi langsung. Hal ini sudah sesuai
dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan (Undang-Undang Hak Tanggungan) yang ada dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan.

Sesuai Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan,
Tergugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan (jaminan kredit
milik Penggugat) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata
cara yang diatur dalam perundang - undangan dan mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut (Eksekusi langsung).

Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan misalnya pada Penjelasan
umum nomor 9 bahwa salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah
dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitur cidera janji yaitu dengan
cara eksekusi langsung sebagaimana diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Hak

Tanggungan.



Pada pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan juga mengatur bahwa pada
Sertifikat Hak Tanggungan terdapat irah - irah yang mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta.

Dalam Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan
bahwa irah-irah yang tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan merupakan
penegasan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan,
sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan
dengan menggunakan lembaga eksekusi langsung.

Kredit Debitur Samsoel Bahry tidak bisa hapus atau lunas meskipun yang
bersangkutan telah dinyatakan meninggal dunia karena ybs tidak dicover oleh
asuransi jiwa sehingga meskipun ybs telah meninggal dunia Terlawan I tetap

harus menagihkan hutang ybs kepada ahli waris yang berlaku.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2018/PN LSM
tentang Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan
Negeri Lhokseumawe) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap perlawanan eksekusi hak tanggungan adalah
semua harta yang di agunankan oleh Samsul Bahri tidak ada kaitannya lagi
dengan para pelawan, Pihak ter9lawan I telah memberikan surat peringatan
kepada debitur, Alat bukti yang diajukan oleh para pelawan/kuasanya tidak
mempunyai kekuatan alat bukti yang sah

2. Faktor yang menghambat terjadinya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan
adalah adanya gugatan dari pemilik SHM, permohohan dispensasi dan
penjadwalan ulang pembayaran cicilan kredit.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian pelaksanaan lelang
adalah mengajukan bukti-bukti surat, kreditur memberikan peringatan

peringatan kepada debitur.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran
sebagai berikut:
1. Pihak Penggugat harus berhati-hati dalam memberikan anggunan kepada

debitur yang mengakibatkan kerugian terhadap dirinya dan lebih memahami



kedudukan perkara dan hukum atas kasus yang akan diajukan ke pengadilan
agar tidak adanya peluang untuk ditolak oleh majelis hakim di pengadilan.

. Peraturan tentang eksekusi langsung masih belum rinci sehingga dalam
pelaksanaannya sering ditemukan ketidaksamaan persepsi antara pihak
kreditur dan debitur yang menyebabkan banyak kasus pelaksanaan eksekusi
langsung dibawa ke pengadilan. Ke depannya peraturan mengenai eksekusi
langsung harus dirincikan serta dihindari dari ketumpangtindihan peraturan
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan
tersebut, baik dari pihak kreditur maupun debitur.

. Aturan hukum yang ada tentang eksekusi sebagai perlindungan hukum bagi
kreditur harus lebih ditegaskan lagi dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan
ketegasan terhadap aturan dan prinsip yang berlaku sehingga peraturan yang
ada bukanlah hanya peraturan semata, juga untuk menghindari melambatnya

roda ekonomi yang ada yang disebabkan oleh kredit macet.
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Lampiran 3

PUTUSAN
Homor 13/Pdt.Bth/2018/PN Lam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadien Wegen Lhoksevmawe yang mengadil perkarn perdata,

telah men@luhkan putusan sebagai besikut dalam perkars gugatan antara:
1. ZAINLIODIN. A urar £0 lahun, pekeszan wiraswasta, tampat tinggal di

Ousun Turang Gampong Meunasah Lhok  Heécamatan
Muara Baty Kasbupabsn Aceh Utara, selanjuinya cisebut
sabaga Pelawan

£, MARYANIL, umur 54 Lahwn, pekegasn PRS (Gun), erost tegosl di

Disgun Turmng Gampong  Meunasah Lhok Fecamnaian
Muara Batu Kebupaben Acah Ward, aedanjulnys dheebud
mebaga Pelavean i

Eesemuanya disehuf para Peleean, dalem hal inl dvekil
okzh unsanya yang bermama ABDUL AZIE, 5H. dan
TALIFIK M. HOER, 5.H, Advokat-Panasihat Hukum, pada
kantor Lavw Offles AZIE, SH. & PARTMERS. hamlamal dan
berkedudukan ©  Jalan Palepa domor 2R Kol
Lhoksawmewa, Teip Hp DS1Z0B9GTTEL, Derdasarkan
Surat Kunsa Khusus tenggal 17 Saptomber 2018 wang
didaflarkan o  kepaniterasn pengaciisn Meger
Lhokspumaws  iangmal & Maml A8 Komar -
WA UEA 2 HE. D2MEIE;

Lavean;

1. Direkesl PT. Bank Rakyat Indonesian (Persers) Thk, bedkedudioan dl

Jakara Gy PIMPINAN CABANG FT. BANK RAKYAT
INDOMESIA (PERSERD), TEK, KANTOR CABANG
LHOKSEUMAWE, nwarslamal dan  beckacudukan  dl
JiMerseka Mo, 1, Gampong  Kola  Lhodsaumass
Hacemalan Banda Sakll Kots LChokssumawa, 24344
salnjuinya dischut sabagal Terlawan |

7 Hamenterian Keuangan Repablis ndonesia, di Jakara, Gy Dimdsdomt

Jandaral Kekaysan Nedara Kentor Wiayah | Banda Acah
di Benda Aceh, O KEPALA HANTOR PELAYANAN
HEKAYAAN NEGARA DAN LELANG [KPKML)
LHOKSEUMAWE, bavaiamal dan berkedudukan o JL T,
Hamzeh Bendahera, Gampong Kuls Slang Haecamatan

Mataman | darn 25 Puiusan Nomor FEP B0 Lem



Borda Seki Kota Llwaseumesss, 24311, delam hal ini
dleaidll ploh kunsem@ yang bomama Bud Hasdinrsyah
pads  Banber FPKNL  Lhokseomaes.  barslarmal  di
T.Hamzah Bendahara Lhokseumave, bermosarkon st
Kirsza Khusus leogggal 18 Maral 2098 Nomor Se-
FIZIME S8 yarg eled didatarssn o Pongedin Magad
Lhoiczeunemes MNomar W1 UZETHEOIVIE01E, mrggal 3
fiprl 2078 sclanjutnyo dissaut sebagal Terlawan |l

1. BEAHRAINL umrir 55 tahun, poiegaen Pepaeai Meosd Sipl [PNE] empet
lingggal o M Paules Rumoh Rayeuk, Gang Bidar Gamaorg
Teumpok Teungoh  Kecamatan  Banda S Kok
Liaiseumase. berlindak urduk din sendn can setmgas abli
wars derl aimarhum Samsocd Babd A, seleruinya diseb
sebagai; Terlawan Wl
Pengadilan Negert fersebut;

Sefclah membaca  bertas perkara bosera  suralbawerat yang
bssrsargkulan
Setelah mencengar kecua belan pihak yeng berperkarn;
TENTANG DUDUK PERKARA

Mermrnbang, babwa. pars Pelawan dengean sursl qugsalan tanggal 20
Seplermber 2018 yang citerima dan didafarsan di Kepanieraan Pengedian
Mageri Lhokssumsas pada targgal 20 Septermoer 2018 dalam Regisier
heamor T3Pt Sthi0] BFN-Lam, hdah mengajuksan gugalan sehagal bonkut
1. BAHWA, Para Pelowan marapakan pibak wang  Derhak dan ssagst

berkepertngan meransthsam terhadap ablek: kelang eksekusi yaa: 1
{saba} bidang tanah pekarangan =eisas 31 M7 [celapan rabes tiga puuh
sall meter porsegl), boseta 1 {sao) unil DAngunen rumah penTEnen
diglssnys. vty leclalak @ Jdalan Banda  Aceh-hedan, Garporg
Maunasah Lhok Hacamatan Misars Bale Babogpaten Asah  Ltam
berdasarkan Sarfikat Hak Witk Momor: 189 Tahuen 2008 tanggal 11
Despmbor 2006 Ates mama Margeni (Pelrwan 1), dengan batas-hadas

senagai ekt

- Sahalah bl dangan paail tansh Nomir DOTET,

- Sshelab Salalan s dergan Jalan Darda Acebeidedan;
Sabelah Timw cangan persil tanah Nomor D017,

- Esbelah Baral : dengan larong bales;

hakrian 2o 5 Pesisens Mmos T B2 0T8T Lo



& BAHWA, Para Palawen seliacs pilal yang batkaass parali dan badalk
unhis  menguesal sama mempetananken 1 (st bidmng  Eanah
pakarangan zefuas 831 &Y (delapan rabus liga pulub sale meser persagil
beseria 1 (sahu) unit bangunan umah pemanen ciatasoa, yeng beiciak
dl Jalory Bancls Acal-Medan, Gampong Meonazah Lhok Kecamalzn
Murm Hehi Hahupsten Anch LRara, berdasarkan Serifiket Hak Ml
Hemor: 168 Tahun 2006 Engeal 11 Desermoer 2006 #tas nama Maryani
{Pedorsnn 1) (cbyek ielang eksekusi) lemmasuk hak kebendaan yang
melekat d dalamnys dan berhak unbuk. memperiahankan dandatao
merckmenti rasd derl tansh dan benguran rumah atng bermng wang indeh
disgasai, likad baik harus diarggap solau melekal pada Para Potawan
seaip pihal wang Darkuasa etae lanah dan bapginan umsh o dan
dianggap =efale ada menune hukom, sebagaimana diegaskan dalam
Pazal 57 KLH Prardata dan Pasal 533 BLH Pedala
Pasal 528 KLH Perdana:

“Yang dinpmakan kanadikar hedkuase alah kadadukan sessomng g
MenguEss soaiy kebantean. Bak dengan i SandTi mraupd cevigan
pomrsarzan athak fan Dan pang momperabandan ofau memimalineg
salAkln crang pang memilk febandaan i

Pasnl 823KUH Perdata:

"W e selemanye e dangpan Al pAe inpehap paregRng
keguikan,:

1 BAHWA, Para Pelawan mamperdeh objak lefang eksakusl adeleh
Eeaagal harta bemsama selama dalam mass serkawinan;

4 BAHWA, Pars Polawan petama sead mengetabal akan diishuian ielang
eksekusi hak nggungen serhadep objek lefeng eksekusi midk Para
Palawan adalah medalie sirs Tadswan | yeli Surst Momas B 173540
1IADKDS G tanggal 25 Mei 2076 dan Sworst Momor: 8.1 756-KC-
VADFITE206. targgal 25 Mel 2016, sebagel  rokesd  kan
dizksznakannva ielarg eksekusl hax lenggungen dengan perantana
Teartawan |l pale hal Kpmi, Gagoed 23 Jinl 20498 faihadag 1 (zali)
bidarg larah pokarangan schirs B30 ¥ (dcdapan ralus tiga pukan sab
rieter pamegil, bDeseta 1 (ealu) unfl Larguran umsh pEmanen
dialesmya. yang ferletak di  Jalan Banda Aceh-fedan, Gampong
Meunasah Lhok Hscamaian Muara Bato Kabuopabsn  Acsh  Utara
bierdasarkan Serfikal Hel Milk Momar 183 Tahin 2008 tanggal 11
Desernber F006 Stas nama Marvani {Fakyaan ). Akan lakpi abjak elang
wksekus miik Para Peosan lidak berual:

hakirian 3 dkad 75 Pesiseas Mmos T B2 0185 Lo
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BAHWA, sanyalanyga Terlawan | medehd perantara Teelasean |1 ghan
mpdnksarakan g lelang chsekusl hek tingoungan tertsadap abjrk loinng
aksakusi milk Para Pelaasn pada i Jumal, saggal 05 Oklobar 2078
BAHWS, srdakar Terdawar | melsiel Teslosan 11 akan melokukan
pafuain wlang akiakus lerhadap obick latang ckeekugi miik Para
Palawan, karenn fmlab digpdiican jaminar: hifang (keedit) oich Trekeaan (1
burdama suaminya almartum Sameosl Bann B ofemass hidup paca
Terdawan | berdesarkan Asta Perjanjan #rede Homor: B6 tanggal 27
Agusius 2HHE yang dibuat oleh dan dibadaoan Mobais Taufik, SH., dan
AKa Adendum dangke Wakln dan Seples Bredlt (1) Momee &9 tanggal
18 Juli 2008 seria Akta Ademdum Jargks Wkl dan Suplesi Kradit (1)
Mo 34 angoal 0F Deaamibar 2108 yang dbwal obsh den diliedapsn
Meotans huak Rana San, 54, MKn. Sedangkan Fara Pelasan bukaniah
pinak peminjam kradil (debdur] padas Teriewan 1)

BAHWA, manurut hukum  sebansnva Polang  (oedl] Teraesa 10
barzamas seamingg almarhom Samsoal Bann R semass hidup pacs
Tedawan | menjadi hapus atsu dibapuskan, karena suami Terfxaan (0
whtu Sarsoe] Bahr B elsh meringgal funia, alea sekuarang-luramgrgs
hutang {kredit) Terlzaan 1l bersama suzminya almarmum Zamsoel Bakri
R aamAss hidup pacda Terasan | mangadl langgung javwal asuransi
maningps lidak meambawa akivat benegien kepada Pars Pelawan seisin
piak keliga,

BAHWA, olek karenanya Para Pelowan sangat keberalzn dergan adarga
paredapan Eiheal Islarg aksakusl nak langguingan da han Jumal
tanggal 05 Oklcbar 2010, s=aaga maksud pe'sk=anaan |elang eksekusi
hiak fanggunoan cleb Tedzsan || wihadap abjek leang skeakusi milic
Para Pelavan;

BaAHWA, tilakan Tasaan | ireninla cilakasnais ekang akeakusi Fak
tanggqungan erhndag objek mlang chenkusl mElk Fam Pelawan dzn
Temlavean || aksn melaksar@can lelang esetus bak Engiangan adalah
myalz-nyala mengikan Para Pelawan selaku pemidik sah 1 {sats) bidarg
tanan pekcarangan seluas 031 AF (delapan ratus lige puluh sabu meder
persegly, oosera 1 (salu) ot bangunan wmen pemranen dislasnga
wang lerlatak di dalan Basda Acen-Maedan, Gampang Meunazah Lok
Kacamalan Moara Bald Kabupalen Acsh Ulers. bandagadkan Sarlilisd
Hak Btk Momos 169 Tahun 2008 Bnggal 11 Desember 2006 alas nama
Bargani [Priawan 1F;
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A0 BAHWS, dksrerakan peralapan miaal ktang akeakusi las ey mengan
tancgal 15 Ohikabar 2014 adalah lides seeanl dengan hokem yang bedasi,
maka Fama Pelasen merohon agar pelaksarmaan lelang sksakus Pak
tanggungan plek Tedawan 1 alas objck lelang ciseius: 1 (satu] bidang
lana pakarangen gelias 831 MF (delapan abus ge peleh saiu inadar
prrsepl), heserla 1 (salu) unl Bancunan umeh permanen dialasngm,
vayg lerlatak o Jalan Bamda Scen-Madan, Gamrpong Maunasah Lok
Kecamalan Muara Bah Kabupaten Socn Ut berdasakan Sonbkat
Hak Miik Mamoe: 189 Tahun 2006 @nggal 17 Desember 2006 alas nama
Barpani (Pplawan 1) hars dbalalieans den dinngkal kemna menipaken
haria bsmama Para Palbrean;

. BAHWA, karans Fara FPoaesn merupasan pemiik =ah wang Bkl
balk yang mempurya obpelk lelang ekss=oum sebagal nara bersama
antern Pefwan | mengan Prliawan 1, sehingma Parn Peissan adalzh
pinak yarg benwr, makad meowndl Buakumr apabds phak meEenpuanyai
Eeduikan yang sual divanaken cen Eindengl hukam, {sesia asas “oa
ditzancennipes bewenipe devepa’

12 Bahwa nleh karanarga, Para Pelesmn solh pefasan wang bantkad haik
dan berar, sehingga meranst hukuem harus o lindungi;

13 BAHWA, Parawaran Lalang Eldekisi Para Palawan o limbl kerdra
tindakan kesewenangan Para Terlawan uniuk melakukars lelang eksekusi
hak tangoungan ledadap obpk sling skaekial milk Para Pelswan,
maka sargatak patut dan beralasan fakom sepata biava vang dmibal
akb|l pafkara inl secEE langgurg rerfang dikebanken aelurihegs
keoads Para Terissnr:

4. 8AHWA, bardasarkan Pulugan MEahkarah Agung Repuldik bdornasa
Momaor: &57 KASpO1S¥s wanggal 31 Agustus 18YF, dengan kaldah
hukummya, “Helansaln @aigaa eiengdn  Sahanianys of s
sohegal  podawancn  ernadap  eksokos)  sohedsm pelchngan
dabrangwan” Sumber: Rangosman Yunsprudesisi Mabkkamah Agung
Republic Indonesia, Gelakan Kedua, Mahkamak Agung  Republik
Indonesia, 1990, halaman 4351

Horiasarkan alasan podesanan 4l aias, Para Pelawan memohon kepada

Bapak Kebaa Fengadian Megan Lhokssurnawe urddk memanggi kerni kadics

bhezlah pihak datam susiy parmidengan yang dhusus dbxlapkan urdak e guna

memersa, mengadil. dan memutustan perkara n demi hukum ssbagai
bkl
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1. Mengalmuikan Parmifaran Prove) Fars Petaasn sakinlys,

2. Memenntahkan Terdawan || merangpunkan Pelaksanaan Lelarg
Eksabur Hak Tamggungan badhadsp 1 (Falu) Didang lanah pelasngsn
sajuas 031 M7 [delapan rasus lige puluh salu meler persegl), beserta 1
Bt Lt Banguaan rumah peemeien datasnya, yang tedetak di Jalan
Banda fceh-Medan, Sampang Mounasah Lhok Kecamalen Muara Babu
Kablpalen Acsh ans berdacarkan Serifds) Hai Mikk Momarn 169
Tehien 2006 kanggal 11 Dosembar 2006 rtas nama Meryani (Priasan 1)
canpal adarma pldusan dabam perkacs ini beckekistan hukum talip,

Dalam Pakak Perkara:

1. Mengabusian perlmanan Par Prlawan schauhn;

2. Menyalakan Para Pelavean adalah Palyean yarg baik dan besar

I Menyataken chjek leleng eksckusi berupa: 1 (=alw) bidarg tanah
pekarangan salieas 31 MY idelapan rabes 1Ga pukah seda metar persagi
hiesern 1 [satu) unll bangunan nemah permanen dalnsnga, yang beictak
di Jalan Baada AcelrMedan, Gampoeg Maunazah Lok Kecamalan
Mz Babi Kabupaten #cch W8ara, berdasarsen Sectifteat Hak Al
Womor: 163 Tanun 20046 tanggal 11 Desemoer 2008 alas aama Manvani
|[Fodawnn 1), dengan batas-hetas sehogal norkus:

Sabelab Ulara : dangan persil ansh Homor: DOTEY,
- Sabaleh Sslalan | cangan Jalan Banca Acah-Medan:
- Sebelah Time gengan persil tanah Nomoer: L0174,
- Eohelnh Baral - dangan larang balas
Aol al by &mh s ebegan irdikl bersama Para Peldawan,

4. Membata®an Pelakaanaan Lefang Eksakusi Hak Targgungan tarhatdap
1 [zatu) bdang tanah pekarangan ssluas 831 A (defapan rabos bga
puluh male meter persogl), besedm 1 fsabo) unil bangunen numah
permanen dialasrpm, yang terdetak ol Ja'an Banda AceheMedan,
Gampang Meunssan Lhok Macamatan Migara Bajy Habepalen Aceh
Litara. berdasaran Serifkast Hak Miik Homor: 169 Tabun 2006 tanggal
11 Dassimbar 2006 stas naima Marpani (Feaaan 6 yang digjukan olsh
Tedavwan | wepaca Tedawan 1

5. Menghubem  Tadeesn |, Teroesn 1 dan Terlawan B updak
mengembalkzan Serifkal Hak Mikk Nomor: 169 Tahun 2006 ngg2l 11
Cesmmber 20046 algs rants Marvani (Pelegwan 1) kepade Fara Pal@adn
1amga adanya beban dan katan epapun dengan pihak ketiga Ereya;
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&, Menghukum Fana Tarlavwan sacana 1saggung rentang membaysr bexga
periara;

Mermmbaryg, bahws pada han pessdangan vang telah dienludsy pars
Pelowan of persdangan hadir kuesanya, sedangkan Todawan | nadr
Kusganyn, dan Tedawan || Padiv Kussanya eadengkan Tarfssan N hadi
Ianmén sandn

Menimbang, bahwa Majeks Hakim teioh mengusayakan perdamaan
digniana para plak melalul mediasr sebagarmans dialur calam Perma Momo
1 Tahun 21E  inngang  Proscdur Medasl gl Pongadian dongan meraimjak
Pluishiban, SHOMH. Basir pada Pangadian Megan Lhokseumaws, sebsgai
rediatar;

flenimbanyg. babms Dendasarkan aparan Medator mnggal 158 Cicober
A01H, upsya prrdamaan snrmeebid 1idak hernsi;

Manimbaryy, batwa oeb barera ko pemanikasan perkara ditrpuan
dengan pomiacaan surat queatan yang simya izlap dipedohankan aken para
pedzwean -

Menimbang  babwa derhedap gquordar parn Pabvaan ferschut,
Tertersan lkusssrva meambesikan jawabanng tanggal § Movamber 2095
sabagai tarikul
f. DALAM EKEERSI

EHSEFS)  GUGATAN  YAMG DHARIKAN OBSCULR  DES
[KASURTIOAK JEL&S)

1. Dafwa rencana 2tas pelaksansan eksekusi Bang barang @minan
EHM Mo B8 tgl 22 Desembor 000 ales nemn Semson Babny
cidlasankah Dadde passl 8§ Uiddamg - UredErg Nemor 4 Talfan 7925
Tardang Hak Tengguogan stap Tanah den Banda-Bends yang
Derkailan dergan Tanah (parate sksekosij;

2. Batwa Fada FPoin 1 sampal pain 3 defiem Gugrian Ponggugal, etas
pengelkuannym yang mervatakan Jorminan disdas adalabh Hak ybs
manaskan el yany tidak banar, Kerena fadtanys aminan ereabul
karmi ¥enmia atas nama debitur Samsced Bahry vang diadkan aminzn
alaw agunan bredl kepada Teelawan | Sahinggs Palawan fans
membukihan secarn nyala bafraa SHUW nomaor 169 tersebud masih
maniaakan fak yis;

i. Datwa DCwlam poin 4 samps: 14, ssmua yang deampakan oleh
Fefawan dalam poin-poin lersaba? merupsian el yarg ddak mesak
afial manurut Terlxazn | Bagaimana murgkin arang yarg fidak aca
kmlan antsra Tarksasn | dargan Sameosl Babry mengalahn sasam
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dhatgil huourgan keperdakaan ankare Tasssn | dengan Sareoal
Hahry schansi Kmdles gan Debitur, pedahal Bfak ada hok sama
sekali dalam pokak pammasalaban ini unluk Pelsean bediaar di
doiammye dan jaminan yang Pelrsan klaim milknga menuns
serliliea] yeoyy Wami siivgan asb alas reame daliil Sanecal Baliey
BUKAN Ales Mamas Mamr

Tidak ada sama sexal HAK bagl Para Pelawan unlus memampakan
batwa dengan mennggainga dehiur Samsoe! Bahry maka hutang
yang bemsangkulan menjadi haous dan iunas, Kamena sekalilag kami
srmprikan bataa Pelvamn hukan omng pang barhak dan yang
mangelabe sama sekef Bl pafargan Kredil anlara Teelawan
dianggan Sameodl Baley

Datwa Dalam kasus inl, fakladakla alau penstsanya  yang
mEmpUnyal dasar sama kerera landasan dasar hioamngs budan hak
Pelbaman. gugatan diarcgiap cacsd fomd, can dinyalakan Sdak dapat
thlerima

Oatwa Peadawanan yang lidak sesuai pada tempainya  iersabut
(nbsruur Bhaf] sunirh sepatibrea unhek dilniak atea setidaknya undik
dhloiak ale seticaknya dinyatakan kdak dapat citerima karena bukan
pelsak yang afak urduk metskusen perlawanan

B D&LAM FOHOH PERKARA

1.

2

Bahwa pwabils Majelis. Hakim bampendagal lain. Terlaean | dengan
Inl mengemukakan Aawenan sehagal senkut:

Datwa Fal = hal yang felsh dikemukakan dadam tasaban mahon
danggan telah nuln dkemukakan dalam Pokak Prekara.

Bahwa Temguga! menclak congan begas sarma dall - dadl yang
cikarnukakan chh Panggueal, keaiak vang sacara iegas dakal oleh
Tergugal | datam Jawaban Tergugan |

Batwa debllur PT. Bank Raayet Indencsia (Prrsam) €ankar Gehnng
Lnokseumawe {Terguget) ales nama Samsoel Sabn B vang iofah
manarima lasillas kedil aebasar Rp 2000000000 - sesaki Akla
Padarjian Kredit o 86, Tanpgal ZF Agustus 2003, kemudian
Acdnrckim jangka wnkle den Sopesl Keedil 1) sesusd Shta No. 89
Tanggal 18  Juli 3M%  sehinggan  fesiltas  kredil  menadi
R 2500060, K- kairvdian Addandum Sangks Wakho dan Suplasl
Fredt |l Akla Ho. (4, Tanggal 02 Desember 2008 sahingga fasilcas
kredil manjadi R, 375000000 -
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Bahssa urdak menjamin palunssan knedil dimabsed. Dabilur ledsh
menyernhken sehagal agiEnn berUps

#  SHM Riods wl 28 Dasember 2005 alas rama Murssh, w@ng
dikcxt demgan Hak Tanggungan berdasarkan Sedifikal Hak
Tanggungan Mo, 3102008 dan Sadifikal ak Tangpunagan
Mo B T0I0E

»  5FM Mo AR tgl 11 Desember AME alas nama Sameoal
Hahr.R, yang dika deongan Hak Tanggurgan berdasarkan
Sarlifal Hak Targguagan Moo 1652010,

dengan digminkarnva SHM Penggugat =rsebul membawe akiban

Frukurm babras SHM ferssbut menjadi jamsan pelurasan redit yang

diamireyva. Apabiin emyale Oebéur Sdak capat medunasi

kewmpfianrnea § veanpiesias maks aguran Brebul ahan dlelang dsn
djusd srsid dengan kefienhsan hekiem yang bedaku den hasigs
alan digunakar uniis melurasi Pulang lerssbu

Bahwa dalam pejalansnnys, amyala Dabile Sameoel Bahiy Sdak
dapat memenuhi kesajibanmya unbis membagar huEngrya keoacs
Terkawan | virs sanpresias L sshinggs eedf Debitur Saraos| Balry
terscbul menjadi macel dan Teraan | juga teiah melssuian usiha
panyalairalan bedi Dabilur Samesal Banty dangan cara malakidkan
resiruklunsasl kool Defiur Semesenl Bahrg. sesesd Akia Addendum
Feslraklurisas FKradil (1), larggal 29 Seplembar 2017

Balwa sebclum kredit maced lesebul okan diserankan keoada
Fanicr Palavanan Kekxyasan MNegam dan Lelang Lhokssumas
unhik dHekidmn paraln akseiusl Tedawan | telah memberken
perirgalan - parngalan kapada Dabilur Sameoe] Babry melsu

- Surat Ho. BA1E&KCAMADKA 22014, Tangoal 289 Descmiber
2014, Perihal Surat Panngalan

- Laparan Kunjungan Nasabah lanpgal 05 Saptember 2010

Yang pada dinga meminla kepadn Dehilur Samseel Bobey untak
segera mejunast kewajiboroya 2 guo, akan detepd tdak permah
manikapal tangoapan prailil ted Peaggugal;

Bahwa dalam sural - sural permgatan dersebut Tedzsan | joga
pekaigues rmembantahukan kapada Debilur Sameos| Balry meegenai
kewnjiban  pelunasan  pnjaman, dimana dalam surel  bemkhic
pafncianya acalad sahegal hesiil
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10.

1.

12.

13.

4.

Fokak Ry, 329,957 784 -
Hunge Rp. B2, 956,384 .
Jurnish Figr, 831 204 143 -
Eatwa akon telepe karena tdek ada peryelesaian dan bkad batk dari
Dabilue Samaced Sahiey uiduk rsakinas gemug deasibannes kKedaka
Trrlvamn | kahkan sampal yhs belah meninggal dunia, solanjulrga
dengan  merdasarkan  pada ketanlun hukam vang bardsoas

difsfmiran mhelsin parate sksede.  Hal ini sudah sesuai desigan
kesenhsan Pasad & UL Mo £ ehor 18565 ferdang Hek Tangouingan

(LU Has Targgungan) yeng ada dalam Akla Pemberian Hak
Targgurgan

Dahwa sesual Fasal @ jo Pasal 20 ayat (7] U Hak Tanggurgan
Torginsl mempanynl hak unhie menuisd obyeke Hak Tangmungen
(amingn Aredl ook Penggugal] abee kekuzssan sendn melakai
pakangEn wmum mendnd BEla cara yang datur dalam perandang -
undangan dan mengambil oelunasan bisangrva dan hasl penjustan
teracbal (Parale Eksokis,

Bahwa Berdaszrkan UL Hak Tanggungan misalinya pada Perjelasan
Limuin ponie B bEtes salah sl ol Hak Tengguedan yang ksl
adalah mudah dan pash dalam peistsanaan eksekusiog jike debilur
ciderd g velu dangen cara parale sksekusl sebagaimana dealur
pade Fasal 20 UL Hak Tenggurgar:

Bahwa pada paasl 14 LILF Heq Tangiuingan juga mangain balas
pada Sarifikat Flak Tanggungan ssrdapaf rab - irah yang mempunyai
kekiiatans eaakulors vang sarsa dergdan puldsan pemgaditn ang
teiah - mempunyal kekuatan busum o telap dan beraEn sebegai
pangoanli grosss akila

Bahwa dalam Panjeiasan Fasal 14 LG Hak Tanggungan diclaskan
balwea irah - irah yary tercanlum pads Selfikal Hak Tangauigan
menipakan penegasan adanya kekuatan eksekolcral pada serikat
Hak Targgurgan, sehingga apabda debitur cadara janji, siap uniuk
dicdsekusl  sepert halnys puhsan pongedien vang  iodeh
mampanlen. kedualan bubam ietap, melalul fala cara dan deagan
manpguneEaan lambaga parals el

Bahwa Kredt Debiur Samsoe! Dabry tidak bsa hapus atu lunas
meskdpun yns inlnh dmyatakan maninggal dunle kamna yhs Sdak
dicover oleh gaurans jmd sehingga meskipun ybs @b maninggal
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clupia Terlawan | Galap lane managiiken hleng ybe kapsds ahli
WS

15, Balwa Terbvaan | merolss kessluruban dalil Pelawar. Peldwan
dalam meomauat gugatan perasan bakan dalam korgcks phak wng
Eraifak uniuy malakuia Perbasnan

Muka bardasarkan hal - hal dan d&il - dall lerssbut dislss. Pefawan
yareg berhak unduk mengaukon pugatan perfawanan dan mendpakan
Pedzann yang Derfiked lidak Dade Dish karand il Tedavean 0
memonnn kapeda Magds Hakim Pengadian Moger Lhokssomses
yarg memarikea, mergadill dén memualos parkan ini unluk menokak
gagetan Perdavwsonan Pelawan yang demdklan atau sehidas - lkdaknga
menyatasan gugatan Perlrasnan Pelawan idas dapas dilenma
Minknbang balram erhacen pugalaen pam PolrannfiLasany tosebed

Terawan Wkoasanya talan mengdukan jawabarmga langgal 5 Howenber

201,

LA PROAVES

Batraa Tesdlawan I menclak grovds Para Pelgvwan alss dasa
Ferabmam Rlenterl Heuargan Momor ZHPMICOSE01E tertang Petunpak
Pelaksanaar Lelang, leang yang skan disksznakan harys dapal disatakan
dongrn perminiaan Penpnl atu berlesarkan penetansn alao guhean el
lmriaaga paradian. Pambalalan lelarg dengan panetapan =iau pelusan dari
lavkipgs paradilan dsampalkan seces bafuls dan hans sudah déarima
wlef Pejabal Lefang paling lambal sepelum iang druba. Dalam bl
pelmicanaan efang, Tedewarn 0 wrjih melaksanokan ioiong  apahbin
pemchon  lelang  lelal merperahikan dodumer-dolumen  lelang  Dalam
Ledang Eksabos crbuk pambayaren huleng atas 1 (sai) debiler barthadap
beberapa abjek lefang, Peiabat Lelang bartkewajiban unbus lidak metanjutkan

ponjaalan chink bfang benkuinya, apabin objek ideng yang. ditseerkan
sebsiumnya sudah memenuhl kewa|inen pemaayaran

DALAM ERSEPSH

9. Balvwa Palawan || menalak aswruh dall Para Palawan, kecual Bibadap
ANE Fan] iskLE 2e0s banes KehAnaranmnya,

L Bahwa perslapan wakly pelakzanaan lelarg 8 guo diakukan sebagai
tindak Iamud Atas pormoncnan elang yang disjukan aleh pemohon
ey (Tarwan | dan aesiE) dangan peralucan panindang yang bakso
wife pasal T Veoduy Reglameal St YDOR Nomor 189 o Feesd 13
Perajuran Menten Keuangan Momor 2T/PMC0S2016 tentang Pebunpak

Halsran 77 dhayd 75 Pedizea Avmos T30 BERv2 31850 L



Palaksansa Lalang dalaen hal ini Terkagn 1 ek bolah menalak
prrmonanan  kelang yang diajukan kepndsnga seganjang  dokimen
pereparalan belaog sudab lengkap dan mlah mersnuke sgalitas formal
suajek don ablek lelang.
Bahwa wsasuai Pagal 27 Poraluran  Merdal  Kedangan  Homos
FTERAR DESAMIG Irrdang Pahanuk Prinksanaan Lelang, ang yang aken
dizkganakar  harpea dapat dibatakan  cengan pamirissEn
PenjueliPemphon Lefang dalam bad inl Terawan | alaw bercasarkan
perstapan atsu putusan dan lembags peradilan.
Enhwa acfeen o TesAnwan 1l tedah maolakaaneian nlang sesiss pemlisn
warty barakil maka guigatan padawanan yang dibkgikan kepada Terdawan
Il adadsh tidak tapel dan kakru, dan dangan demikisn, sudah sepalulrgs
agar gugaian Parm  Pelavan  dingalaskan  Sdak  dapat ditsdma
OELAY POROE PEAEASA
Bahwa vang digdksn dasar oleh Pam Petgezn lerhacap Tedzwan 0
afdalah saluliongar dengan encara pessiangan yamg cdakikan clsh
Tedawan || terhadap Serbfikat Hak hdik fMomor 169 Tabun 2006 tanggal
11 Desamber 2005 atas nama Meryand (Pelavan 1§
Terhadap &l gugatan Pama Pelawan yang menyatakan uniuk menghukum
Tardawan |, Tanzssn || dan Tertaaan Il wiluk mengerfalivan Serlilaed
Hak Mikk Nomar 163 Tabun 2006 tangge 11 Desamber 2008 aas namra
Maryani (Petaaan 1) menapaken dive kewarangan Tedlavan |, karers
Teriovan || kanya sebaias pelaksana alas permchanan jelang dan dalam
melskaarakan Wlang Terfswan | lelah sesual dangan  peralean
peruncang-undangan yang beriaku.
Teetawean |l hanva melaksarakan llang sesus dengan permobonsan
Iefanyg yang diukan olieh Tedawan |, seds permohonan yarg ciajukan
fictak polen dlofak sapEnjsag dokamen pemsyanalan Blang 2udeh Bngken
dan fafah memerehl legatites fomal subjok dan ohick lolang sesual
dargan Pasal 13 Peraturan Menlen Hewangan Name: 27FAK 06206
tentang Petunjuk Pedsanaan Lelarg.

Mokaberdasarkan bai-hal lerssbut, Tedswan | memohon kepaca

tapels Hakim Pongadian Meged Langsa  yang momenksa dan mengadil
perkara & Juo barksnan memberkan pubugan dengsa amar sotagai bankut.

Datam Ekzegns

il

Bahwa Teslawan || menokss selurah dali-dalil Para Pelavean, wecuali
terhacan apa yang diakui secara iegas kebenarannyn:
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& Margadakan merscima akeapal Tadaywan il

Datam Fakok Parkara

1. Menalak gugaian Para Pelawan untuk seluruhrga;

& Maryadakan findakan Tadawan || wiah sesuai dengan peralran dan
peruncang-undangan yang bertaku;

3. Meryatakan brdakan Teclawan || fdak peenain melawan hukum;

4. Mergnukum Para Pefaann membhaynr bays perama yang Smisul.

Menimbarg babraa lerhacsg @ogalan e Patasanfcasanya beabo

Tadesan 1 ks mengapkan jawsnhanngs Engoal S Nesembar 2018 sehagal

b

1o Bamwa Termwan Il merdukung selunin plasen pugalan perlawanan
Pelzwan | dan Pelawan |l tanggal 20 Seplember 2048, Momar
15PN Py F0ARIFE RS

3 Bafrwa berar Pelawan | dan Palaean | adalah pemiik sah 1 [sam) bdang
tenak pevarangan schias 530 M2 (delapan mbs lige puauh sale meler
persegl], beserta 7 {saba) i bangunan rumah permmanen diakasrga, yang
berelsh o Jelan Bands  Acehftadan, Gempong  Meanssah Lok
Emcamatan Muoara Datu Kabdpatan fceh Utara, bergasarkan Serfifiat
Hak FHik Moo 163 Tahun 2006 langga’ 11 Desambsa 2005 alas nama
flaryard {Felewan 1) dengan batas-oates sehage bekut

- Hahaleh LlarR canian peemi tamah Romer: DO1ET;
- Echelah Solatan dengan Jefan Banda Acch-RMsdnn;

Sabalah Timws clamgan perell lansh Nomor: D074,
«  Babelab Baral : dengan larang bates;

* Bahwa henar Tanswan 1l bersama saame dabula sla mangambil kedi
dad Todawan | dan sampal sehararg Belum luras, akeh karenm sissmi
Tenkaaan | zasdaly memsggal duma dan Tedasan (I Bdak sanggup i
urtuk  melunzaingg.  karenamya  mohon diberian dispensasio dzn
penjadwalan wang pembayaran colan redil stas nama suami Tedawan
1B dan Terinwan 15

b Bafrwa mobim Majele haken waluk mameriolabaan Taekesan | agarn
manghilung kamhak besamya ingoakan pnjaman sesaal dengan aheen
dan per@ajan kredit ardara Terlawsn | cengan suami Tedawan | dan
Teraaan 1, karena Terkwan Il mash sunyn iHkod bal wriuk meamasi
hutarg suami Terlawan | dan Terlrwan [l sesuai dengan pepanjan kedie
dangen Tadawan |;

t. Bahwea mobon Mapeds halom uniskl memermiabkan Tertsaan | agar

mednhukan  penjacwalan ulang  wakle pembageran clelan sismi
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Tedlawan Il dan Tedlawan I urkuk jangka wakiu B [gnam) 1ahun, kerena
Tednwan Il sempal dengan sekarang inl masih aca ikad baek urtik
meluras hul2ag susni Tadawan I dan Terdsaan 1] 2ssoal dengan
per@njian kredit dengan Tedawan 1

. Balwed molodt Majedis haken unlel memenmalken Terlaesn |oagar
mednkikan penghaguann lunggrkan Benge dan penafidanma knedi pean
nars 2uami Teslawan I dan Terlawan |, sarena Tadawan 1 mash
memaunya tkad balk unluk mefunasi budang swami Tedawan 1 dan
Tedavan U sasuai dengan perjanjian kredil dengan Terdawan i;

Herdresarkan alasan Jewnban Todsean I di o oales. dangan ol
memchon kepada Mapls Haken yang memeikss dan mengadli perkara
paflavsanan i barkanan mermberien puluean, saha e Darkl

1. Monanma lawahan Tedawan B onduk selunmnyn

2. Meranma dan mengsbulban Pedessnan . Pelawan - selurulrga
schagaimana lesmual dalam gugatan pedaaanan Pelawan 1 dan
Pelawan I tanpgal 20 Ssptember 2010, Momars 11 P 201 BFN-
LEM:,

A Memanmiabkan Terlgean | merghiturg kembali besamya lungggakan
pinjamsn pasus dongan sluran den pejanjlan kredit anlara sl
Tedavan I dan Tedawan dl dengan Tedawan |

4 Memanmdabkan Tednwan | mekiuesn  panjaowalan ulang ekl
pemaayaran cidlan suami Terdawan 1l dan Tedawar 1 untuk jangaa
wiklLl G (anan) 1ahun;

5. Memenniahan Tedawan | melskukan penghapusan bunggacan bunga
dnn pRraBidenda ke ® ales rama suamd Tereasn [ dan Temaasn I

tdenimbang, batea terhadep jawaban Tedawar Ykoasanya, Tedawan

Il clan Tarkaassn Il bersebal diterggsps okh pers Palawsnkuassosa dalam

Faplisrya  tanggal 12 Mavember 2078 dan  terhadap Replis  para

Pelowanlosssanys eresbul Terlawan Ukuassnvs welah mesgajuksan Duplik

tengpal 22 Mavember 2088,

Maniminang b oo mengetahi ek dan hatas-betas serls as
phick scngknta, Majeds Hakim Hdes melakikan pemerksRan sobempat
[Flagisooviaryg | sebagaimans ketanbusn Fasal 180 Rbg dan Pasal 211 By,
karera menurul Majelis @nab chiek iersebut Ieiah (elzs baik balas-oatasrea
meEpuE kalak lanah yang desrdgkatasan oleh para pilsas arsaiul

Manimbuang, bahwa ssfampuings sagss aeuaty yang lermual dalam

berilz acara persidangan perkara inl, unluk memgnosa putusan inl cianggap
tedshy larmual dan mengedi bagen yang 18k lerpisahken dengan pulusan il
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Manimbang, Dahwa pkivinye pars piak menyalakan lidek ada hal-
hal yang ciajukan iagl den mohan miisan;
TENTANG PERTBBANGAN HUKLM

Dalam Eksegiai;

Monimbang, bahwn ckecnsl Teiewan  Uouasanyn o dan eksepsl
Terawan | lkusanya dalam grsabanrya telah mengapusan ekaeps atas
gugalen para pelmaan yang pada poooknyd  mempomsoolkan entang
Seriivikal Hak Mikk Mamos 169 adatsh milk Samsol Bahd bukan miik Margani
(Pakraan 1) yang diaukan cleh pam palasan: serns guoRaan oo pelewan
adalah kabur (Obscuut Laobel),

Mendmbong, babwa  sefelnh Majels - Hakim  mempeinjan  dan
mampaialinan balang ekiepe Tedlswan huasanya dan eksapai Tanawan |
Ikuasarya kerseoul clatas, t=lah temyata lidak ciketemukan adanya hal-hal
yAng kermilal kirmi fan terhadap halnal yang ciiraikan dalam aksapsl pam
terlawan bemebul dodas harusiab disuktkan tsadebh debuly bak alsh parm
petaaan modpun pees ledlawan, Mageks Hakom barpandapel balves aksapai
ini =udah memasak malerl pokok perkara yang kebenaranmga haras
dibustkan dipsrsidangan berdasarkan alat-alal buh yang disjukan oleh
kecua bedan pihak

Werirnbars, balwes berdasarkan walan pardirdargan srsabul Eatas
maka uphuk seenuingn Majls Hakimo bampendapet samhaden  alksepsl
ehksepsi Tedavean [huasama dan eksapsi Terbmaian | ossanya ersabot
diptas horuskan cimyesakan dbolak |

Calam Prowesl;

lenimbang, oabwm para pelasen scholum memasuks pokok peraarna,
Il pula mengajukan  gugastan  Eovel pang poda pokokays Uik
menanggubian Pelaksaraan Ledang Eksekusi Hak Targgungan berkadap 1
{zatu) bidarg larah pakarangan seluas 531 MF (dedspan rabus iga pabah saba
mester persoglh, beserda 1 (satu) uni bangunan nemab permanen dialasnga

warg lerlalak i Jalan Bands Acel-Medan Gamgang Medngsah Lok
Kersrntan Miam Bahi Eabopalen Apab Uism, bardasarkan Seetificat Hak

il Momar: 168 Tahur 2006 1arggal 11 Decamber M6 slas nama Maryani
[Pelawan 11} sampai adanya pubesan dolam perkara im0 bediciuatan hukum
latap,

Mersmbang, bahwa punsss peovieonal adalah pulusan  gang
dijabikan sshubungan dengan wnlutan dalam pokak perfam. semertars
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digctakan redakan-lindskan panfahdian unluk kedascshan satah seiu plalk
akau kedun belab pinek At menyekaean magaian pEvscnal sobegal
sustd guasian unbuk  mempandlah  lnddkan smmenlars selama prosas
porkarn mash berasgsung, aled sualy pafusen pang eenaeakb i
IR, Yaill peeminkaan veng bersangkuban agar earsnlees disdaksn
pendarailian gune kapentingan salah sat pibed, sehalum pulsen akbe
dija lurkan;

fenimbang,  baftea  kefonluan Pasal 53 RV, Serat Edaran
tdankeman Agung Rl Momor & Tahun 1865 den Momor 16 Tahun 1589
maupE Yurspnadarsl iean mancaku kahsradaan unhian poosisionil den
mesnjadi acuwan ¢ dalam maEmutus alas unlutan prosisoni

fianimbang, bahwa mernslaah atas dall gugalan para pelawan atas
cbyek perkara yarg berupa 1 {sab} bidarg larah pekarangan seluas 5371 &7
|tlelapan ralie fEa pouh sabs msksd persagi). Deseria 1 (zatu ) unil bampansn
rumah permaren diabsoya, veng ledetak di Jalan Danda Acebefdedan,
Garnpory Meunassh Lhok Kacamatar Moara Batu Kabupaten fceh Utama,
bemasarkan  Scatifikat Hox. Ml Momor 169 Tohon 2006 tangoad 11
Dagambar 206 alag rama Margani (Pelawan 1) 20t digailuan @eagan
wnhdan provsional Mejclis Heidm Sdok mollhed adanwn sesuatd yang
epenm serla bersdal segera den mendesak yang perky disksasnakan stas
lmnah sergectn. oleh kerena fdak ada sesussca yang menguhab kesdnen
sermula atas lanan ssngketa lemetul maka mepund majsls Hadm bl
teemnbidl sisdah nmmasuk ke dalam lingkup funfulan dedsm poknk pRia,
dengan demikian sudah sspalulnyag gugalan proviskonil para Pangoagat
urriuk dilciak karema tdak beradaskan hukom;

fiznimbang, bahwa adaoun maksud dan lujuan gqugalan para
pEaRn PRGOS poMcaTva Adakah sebagaimena banmuat datam gugeran pana
petanaran;

Dalam pokok porkara;

Menimbarg, balran L GLE oan hjLan figalam  para
Pelavankuasama yany pada pokokrya adalah mengeral plhak yang
berbiaaa parmah Gan Dbl uniuk mensguasa serla marpamahsiwan 1 [salu)
bicang tanah pekarargan sefuas 837 MY [delapan refus tige pulub saty meter
persedi], besata 1 (salu) uni benguran miman pemnanen dalgsnya, yang
terialzk di Jalan Danda Aceb-Medar, Garmporg Meurasah Lhok Kecamalan
bijars Sale Rabupaben Acsn Ulara, berdassrkan Seclilical Hak Mk Momar
154 Tabun B006 tangoal 11 Desember 2006 aks nama Manyan: (Pedawan 1)

{bjak kg eksakusl) lrmasis bak kebandaan yang medakal di dalamenys
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dan Bamak unfek memaanahankan dandalsa msanigmali naai dael mah dan
hangunan ramah st barang yaedg inleh dionsal. iHkead Balk haros glanggap
selaly mrbakal pada Para Pabrwan selaky pitsas yang berkzass alss tansh
dan bangunan ramah yang balas-balasnya acalah schaga berod;

Habalalh Uara changan sl tansh Nomes DO1ET,
- Schelrh Solalan “dergan Jefon Banda Arch-Madan;

Sasbelak Tinwe ; daigan pecsl tanah Moo 00174,
- Schelnb Baral rdengan larang batos:

M=nimbarg, babwa oleh Gansna ielab dekud stay setidak-Scairya tdak
tinangkal maim manurut ossm herus dlangaap werkd ;

9. Babraa 1 (2&tu) bidang Enak pekarangan ssluas 031 MW (delapar raus
liga pulily satu meler parsagi), Basera 1 (RALE unil hargunan umah
permanen  dialasnya, yvang iereisk ol Jalan Banda . Acebefdsdan
Gempong Mezinasan Lhok Kecsmalen Muara Bat Kebapaben Acob Ltar;

Z Sextifival Hak Mikk Momar 168 targgal B Deeember 20068 dan belah dibalik
s nama Semeul Babn 1anggal 22 Dessmber 2005

M=nimbaryy, bafraa yang menjadi persengkiaan antara kedua bedah
piheh acalah menrgel 1 {saRu) hidang fanah pekarangen selues 530 A°
|delapan rahs tiga puiuh saby meter persegl)l beserta 1 (saiu) endt bangunan
naman parmarsn diatasnya, yang fafetak di Jslan Bandas Acel-Riedan

Gampong Meunassh Lhok Kecamatan Muara Baty Kabapaten fceh Utara,

brrdasarkan Sadikat Hak Witk Komor 169, tanggal 8 Desamber 2008 dan

tefei dibaik atas nama Samsct Bakr fanggal 22 Desember 300%, yang telah
tijaiiaan sabaga: agguran pingman kredil pada Tedassn |

Manimbarg, bahwa berdasarkan bal fersebad disias maka mapsis
Hakim pefu mampsirlimbang kan el dabui adalah:

1. Apakan chick yang beiah ciangunankon kepeda PT.Bank Repubik
Irionasia TBE [Terkaasn §) alad Alm, Samraul Sahn [suami Tanasan )
mdakah ik parn Feinwan ¥

Memimbang, Dahwes letadep persoalan lersebul diabas, maka meEelis
aken mempedimbangkar: Apakah chiek vang e diangunankan kepada
PT.0enk Republk indonssa TEE Tedawan 1 cheh Aln.Sares Gabn jsuamni
Tadawan 1] adseah millk para Pelawan;

Menimbang, bahva yarg dimsessd  denjan  pembuklan  adaish
panyapan alat-alal bkl yeng sah manund fukem aleh pkal barparcan
kepada Hokim dengan tujuan mempsrkoal kebsnaran dall ercang takia-
frita hukum yang mengdi pekok sengkal;

Merimbang, babma berdassrkan pasal 183 HIRZES REj  para
pedawankissanya Derkeeaiian urigy mambukikan nakhed ereatul datas
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Migninbarg, balwe pers palasantoiEsanga oniuy mergualcan dailma
teirh meroajban hakl brapa;

1. Folo copy Saral Permyatzan sniara Too3amsul Bahn can Ky Bahraini
dergan ey borgani namor 18RS yarng dibust di Rolars. Imean
Luli Do), BH, deianggal 15 Sepiairbar 20715, Mlokope dan IehoRopi
tanpa-diperd hatkan asingn. ditine kanda Pl - 4

Lo Foto copy Seclilikal Hak Milk (5HM} Momo: 168 Desa Meurasah Lo,
sceaidang tanab seluas B3 A (Delapen Rates Tiga Puluh Satu Meler
Pemegiy di Prapingi Meggroe Aceh Danssalam § Aosh Utara, Kecamalan
BMurm Bahe, Desa Mounrsah Lok, Pemegang Hak Terhulis ales nama
Blaryan, Sslokop dari folokop larps dipedibatan asinya dikben fanda
Fhy -2

Menimbang, batwa  ssbalienya  wriuk mendukeng dalildadil

ranlrhanimergkatanngs Kuasn Hukum Terlawan | idah mengajiden k-

biahfs ot Derupa

4. Fredocogy Akla Pedanjian Keeddnd Momor $6 tanggal 27 Agusius 2040,
seaua askbrga, belah dicao pos dan diben mabess culup. sslanjulnsa Gbi
bnde T 11

2. Folocony Akta Addendum Jangka wakdy dan Suplesi Kredi () Mamar 81
tangeal 16 Juli 3005 saeual sslings, telah dicap pos dan diben watarai
cukup, salanjutriva dibn tandas T2

3. Fobooogy Akla Adderdum dargks wakiu dan Sugkes Rradil 1] Momar (4
angeaf 2 Dessmber 2009, seswsal asinym. ielah dicap pas dan diberd
malerai Gukup, ssfaniains di Boda T.0-3;

4. Fobocogy Akla Adcendum Resirakunsasi Kredit {1V) Momar 23 fanggal 29
Seglerser 2011, sesus asinya. lelah dicso pos dar diban malesai cukup.
selanjuemya dibrd tarda T4,

& Folocogy Safipkal Hak Mink {SHM] Ko 168 Beggel 11 Desemnber 26,
pgan nama Samennl Bakn A E0E10E4) yang dilad dengan Hal
Targgaungan berdasarkan Serlipikal Hak Tanggungan (SHT] 1 Momar 165
ngeal (13 Maret 5010, sesual asira, telah dicep pas dan diberi matemil
cukup, salanjutra dibn tanda T4-5c

I Folocopy Serinien Hak Tangpungan (SHT) | komor 166 lnggad 03 Manct
A0 saspal asinya, eEh deap pos dan diien matera cukup
selarjuimya dibd farda T.1-56;

7. Folocopy Surat Mamor B4 158-KC-IADRA22014 tanggal 29 Desember
A4 perihak Sural PrAngatan, sesnl aslings, eeh dicep pas dan dibed
mraleral cukup, ==fanilnya dbn laada T.1-8;
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8 Folocogy Laporan Kurguegan hiasabad (LMY lerggal 5 Saptember 2048,
arsuaAl asknya, belan deen pos dan dibend meterss cokup, Balanfiimgs mbd
tada  T.T:

Menimbang, bafrea umiok Tedawan I dan Terasnn 9 Sdak

mengs|Lian an-bukll sual keparsidang e,

Fenimbeing, hadvan parn orlawanMiEsanyn o mendguetean dall-

daiinya velan mengajukan saks-sakes sebags barkul
1. Eaksi Syarifuddin Usman Bin Usman, meneranghian dhassah sumpah
peda pakaknya sebagai berku;

Batam saksl Wennl dengan pera polaswen rHen tolnpd fidek opda
Fruburgian Bamil alau saudarnar,

Batiea saks tahe parsoatan anlara p=ara palawan dangan leelawan 10
kar=na masainh pinjam memr@am surat Enabc

Baftraa sahm poga labw letak tangh wayy disarghelokan sekaramg yaiba
mnak yang di Gamperg Meounaseh Lhok Kecamatan Muara Batu
Fatupaten Acen LRara, dengan batas-batas sabagai beriout;

- Echirirh tHam : dengan persll taneh Momor: D01

Sabelab Salatan - dersgan Jalan Bareda Aceb-Medar
- Babalah Timus ciangan perri tansh Momor, D017,
- Sebelah Daral : dengan larang batas;

Batwa saksi tidak mergetahul apakoh odn dibuad sumd pefanian
pERjam safndkal aiae boak;

Hahwa saks ldak Wwhy borapes lame saemvioal  dpinam oleh
Alm. Samrau Ban,

Baftwa selfu sadsl AdmoSamsul Batn memimam serfivke! sama
Zainuddin (oelawan 11} ik mengambil kredt di Bank;

Ratrwa srksi tidal 1nta snakabh Sammil Aehd ads memberaan uang
kepada Zaraddin tpelavean |1

Batraa salalw sakel samivial lersebid milk win pak  Zaknucdn
(oelawar Hi

Batwa saksi afa melihat samyikat kerena dipadihaiian oeh (palasan B
dan saksilidak =hu nomor sefidkat bersebat;

Balaa saksi Wilak ingal g kapan servikal berasbul dipingamkan oleh
Samsul Dakr;

Batiwa srksl mda dbartanekan cieh  Alns Samsul Bahrl lenlang
prjaman sertivike: sama pak Zakucdn unbuk keperwan mengambil
kradlil (8 Bk Rakys! Indonesia,
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Balaa eaksi tidak labe spakat Alm Samed Bahie ada membakan
LEng Hepata Sairadding
Batrwa selafu sabai seclivkst vsebal adalah mikk isleri pak Zanusdn
(nelawar 0
Batesa ssksl pamah nedlied sedikal akan lesap Goah Lahe nomar
serttknt Wersanit
Blaafracs saksi Sdak ingal g kagan seriikak lersebu) dpmamkan deh
Alm Samsu Bann:
Oatraa setaby sawsi huoungan  AdmoZamsul Dabe dengan Fak
Fninuddin hamya sehaias feman;
Batrea saks Gdak lahu beraps tama sertivikal lersebul dipinjamkan
ol Al Samnaul Balwi:
Oatrwa didalam tanah seketa iersebut ada bangunan rumah yang
sekarAng dirmapat i prm prlawan;

Menimbang, bafres alds kelerargan saksi laebul dialas pana phak

BhaT MEnAngoAE dakam kesimpaan,

FEBaksl Rasnijar Bim M.Daud, maercrangkan dihawah  sumpah onda
posaknya sebagai beviky;

Datrea saksi senal dengan pera pefavsn skan telapl lidsk ada
Franirgan amil aleug saidana

Bafraia aka bahu pesoakan anlorg pata pelavan dengan leclawan 10
kerana mesakah pinjam mancrgsn Burat baneh;

Batwa saks| juga Inhu tak tanah yang diserghctakan sekarang yalia
tEaeh yang & Gamporg Meundsah Lhok Eecamatan Muara Batu
Kahupaten Aceh LRara, dengan batas-batas sekagal berioat;

- Eabelab Wara : dangan persil tanah Homer: D018 1;
- EBchelah Salatan “dengan Jefan Banda Acch-Medan;

Sabslah Tinus ¢ dangan pecsil tanah Nomor, DO 74,
- Sahalah Banal dangadn lnang halss,

Bafrea sakal fdak mergelshn apakah ada diboal ol pagangan
perjam serivikal etau ok

Oatraa saksi lidak tahe berapa fama ssivieal dpenjarm oleh
Alm Samsul Banin:

Bafrasa salaho saka Al Samssl Bahh memrgan derivka! sama
Zainuckin (palawan 11} ok rangaenbil keackt di Sank;

Datraa saksi bdak labw apakah Samsul Dahn ade memberiszan uzang
knpada Frinuddin (polassan
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- Balrwa salalw saksl sadivieal: lersabid milk iwld pek Zainuddn
(pelawamn 8

- Bahwa saksi asa melihat sartyikal kavena dpsilibalian oeh palawan 1)
chan saksi fdak g nomor sediikat bersebut;

- Batra salsi Bdak ingal g kapan aernikat eesabul dipnamekan oeh
Samail Bakri;

- Babma saks) ads dibentahukan olebh AlmoSamsul Bahn eelang
pirjaman serlivket sama pak Zainucdin anhuk iepedean mengambil
krsdil i Dank Rkt Indonesia;

- Bafaa saksi bak ik ppakah Alm Samed Bahe sda membaniken
ang kepada Zaradding

- Batrea palaf sassi seclivie! tersabod adalah milk ialen pak Zamocdn
(pelawar dx

- Bamaa spksl pariah medhat sedlikal akan etapl Goak bahs nomar
serlivikat resout

- Batwa sais liak mgal gl kapan ekl el dompmkan oleh
Alm.Samaul Bann:

- Batwa  setnbu sabksl hobungan AlmoZamsul Behel dengan Pak
Zainuddin hamya sebatas teman:

- Bafraa saks Odak lahi bevaps \ame sartivie] lersabu dipinjamkan
céel Alm. Samsul Dakn:

- Batrea didalam banab =ebsis lersebit ads banguoen rumah yang
sekararg diiemapat oieh pare pelawan:

Manimbang, Dahwa @as keberargan para sakel lersshl dislas paca
plhai akan menaggap: dalam kesimpulan:

Femimbargi, Lahwa  para  belawand  dalam  perkara il fedak
meengajukan saksksaks| dipersigangen ;

Manimbang, bahwa darl atal-atal bukll yang dispdan oel paca
peiranniaaangm yalu alal ikl Pee-1 Surad Fomgataan artara Tn Samsual
Bahin dan My Sabraim dangan My Mamyan nomar 1A8L0CE0S yary dibuat
i Matars imran Zubir Daced, SH. feranggal 18 September 201 §;

fienimbang,  bahwa  berdasarsan keterngan saksi-saksi para
prdnwnn el saisl Syarfuddin Ubsman Bin Usman dan setemngan spiol
Rasnijar Bin M.Daud bahea dicalam isi Sural Pamyalaan antara Tn Samsul
Babl dan My Badvand dengan My Mooyan lersebut menaranghen bafraa
sertiikat Mak: Kilik nomor 189 dpnjamkan oleh Samsul Dann untak
dijadikan schagar [eminan pada Bark Rakyal ndonesia Th berkecodukan di
Jakarla Cabang Unokseumaes dan divsmbaikan oksh Samel Bahn keoata
Marpeni sesambsl-lambalnye pacs bulan Sepbamber iahon 20968 |
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Manimbang, Dahwa dar bal larsabul detlas meaks mencrit Pamat
maxds fnal kemebol akeh AfrmoSame) Baked seriaknd lersebot edah dindkan
argpuran pada Bank Rakyal Indonseia (BRI Cabarg Lhakssumawes stas
peschiyuan danpeda Mayeni berdasalkon Sural Permmyatoan yarg dinead
tfilsaclapan Waleres Bmran Zubdr Daad 3H, letandgal 15 Septambsar 215

Fenimbcing Dahwa didatem @ashan lesimvan | bahsa Al Samsl
Bahn talan mergambl pr@man kredil pada Bark Rakyat indoresia (BRI
Cabang Lhokssumawe ada dua tanap, unbuk tahep yang perama
AlmeSamsul Bahn menenma faslitas kredit sebesar Rp200 00006000030 (dua
ralig . pin mipiah] sesanl Akda Poganpan Eredl Momar BS, Tangged 2T
fAgusius 2003, kemudian Aodendom Engks wakly dan Supbes Kredid
Pl e aecsaRi Akl Momor 51 Tanges' 16 Juli 2008 sahingga Tesilias oedi
meenjadi. Rp@5S00000.000.00 (dua ratus lima puuh riou rupish) kemudian
Addrnciiam Jangka Waklu dam Suplesi Bredl sediss AR Momar {4, Tanggal
2 Desemoer 2000 sshiogga faslilas  dredd meacjad  sejumiah
R T D00 I (ligA ralus figah pukah lima jula npeah),

M=nimbang, bahwa dar atsl-aist bukd vang dispssan oleh para
petsannikunsargs gl fkd bukll PR geiho o Sodifieal Hak Mtk (SHM)
kamoer 169 Deza kMeunasah Lhok, sebicang tanah seluas £31 W {Delapan
Ralua Tiga Pulili Salu Maber Fesmeg ) o Fropamsi Maggos Acsh Deuasalam
I Aceh Wara, Kecamalzs Moara Datu, Desa Meunasah Lhaok, Pemegarg
Hak Tamula &%as narma Mansan

Menimbang, bahwa berdasarkan keferengan sakssaksl  para
pelawan yahu skl Syarifuddlin Usman Bin Usman dar Rearargan saksi
Rasnijar Bin M.Daud babwa Alrn.Saresul Bahe telak memrcrjambkan seciikat
Hak Miik norvar 168 unbue djadkan sebags jarinan gads Sank Fakiyat
indonesia Thk berkedudukan o Jdakarta Caborg Lhokseumaws dan
fikambalkan okh Samsl Bahvi kepada Maryam salambal-Hambatogs peda
buan Soptnmbar tahun F06 |

flanimbang, bafwa dicatam @eaban lerrasn | untuk menjaren
pefunasan kredi. Deditur dateen Ral in Alm.Samsul Bahn teiah menygerahkan
spbagai agunan benupa Sedivikat Hak Mikk (S5H] Nomosr 38 =aggsl 26
Dasembar 2005 atas nama Mursiah, yang dikat dongan Hek Tengoungan
Laritasarkan Safdikal Hak Tangguogan Bamar 4312008 dan Seitilfikal Hak
Tanggurgan kamor SI0R00H, Dan Seclivikal Hak Mikk SHW homor 168
lmnggal 11 Desember 2006 xtas rama Samsoel Bahn R, yang dikal dengan
Hak Tangoungan berdasarkan Beiitkal Hak Troggungan Momar BEEM0;;

Muonimbang, bakras Serlndkal Hak SRk (SHRD Moo 38 fanggal 35
Dapambar 2005 atag nama Mursiah, yang Gikal dengan Hak Tangguagan
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bardazarkesn Sadifikal Hak Tanggungan Mamar 4315008 dan Sarilikal Hak
Tanggungan Meomar S103000. Dan Serivikal Hak MK (SHM) Momar 162
tanggal 11 Desember 2008 atas nana Samsosl Bahi lerssbut meogdi
jaminan pelunesan kredit yang digminnya: batvan lormyata Deour Sdak
sl Foslursass keeasjibarmya maka sdgunan esabul aken dilatang dan dipal
snsumd dengan kaleruen wang bemsa dan haafings akan dguneian unik
meunas hutang debilur lersebut;

Mhanimbardg, halwa pihek welawen | eslah memeikan sural peciogalsn
kppada cehbur dalam hal nd adm Samsud yallo Sl Momor S0 15d6M0-
IADKM2:2014, Tanggal 28 Cosambar 2014, dan oleh pbak pelawan | jugs
tcdzhn datang keramah Masabah langsung pada tanggel 45 Seplemoer 2013
Yang pada mirya memima kepada Debitur Zamsoel Dabry unbus segera
meLinAs] Kewnjbannea shan telapl beak pemah mendapat lenggapan posne
sarra sakali:

Mi=nimbang, oahwa berdasarkan hal lersebut dialzs maka mennst
mais samus bata yarg i agunankan cleh Sameul Bahn lkdak aca
kallanmya lapl dengen para peramn;

Manimbang, balwes ksl kesdil Focel pada ahion 2014 dan
kpmintian ade diakukan peaagihen oleh plhck Bank Rakpal Sdonesa
Cabang Lkoseurnaws akan letagi tdal mengndabkan slau lkak memenuahi
kowafbanry;

fenimbang. bahwa berdasarkan kelerangan saks para pedasan
yali: spksl Syardeddin Usman Bin Bsman dan kolerangan sabksl Rasndjar
Bin M.Daud bahwa sleh pihak Bark Rakyat Indonesia Cabang Lkossumaas
mengajukan poictangan kepada Kamtar Polaoyanan Kedanan Megaro dan
Ledarg (KPEML]) Kota Lhokseumaws melsiukan pelelangan kEaena eedit
sidah mans! Atas semun angqunan keedit gang diafilan oden Samsal Babr
benupa Seclivikat Hak Midk (SHM ) Momor 30 tanggal 26 Desermber 2005 atas
nami Muissh, yarg ksl dengan Hak Tangoungsn bandasakan Serilka
HMak Tanggurgan Womor 4372008 dan Serdifikat Hae Tanggungan Homaor
BA0FO0N, Dan Serihviket Hak Milk SHM Nomar 163 iarggal 11 Desrmber
2006 atas nama Samsoed BahnR, yarg dikal cengan Hak Tangpungan
berdasarksn Sartithe] Has Targguagan Nomor 1ESEID ersalng

WMonmbang, bafmea  alaf fokll wang  diajukar qglkkh  para
petmaanuasanys yalu Folo copy Serfkal Hak Mikk (SHM] Nomee 162
Daria -Miunasah Llaos, sabidang lamah saluas 831 M (Datapen Ratus Tiga
Fuluh Saju Meder Pamegil di Propins Raggroe Acet Darussalam ¢ Aceh
Leara, Hecamalen Missm Bahl Doan Maumagah Lhok, Pemegeng Hak
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Tertuls alzs namp Maryan, alal Dokl sl lerpabol Ooak @paclinalkan
aslimya nieh nara pelrasn diparsidancan hanyga bengpa fofn copy;

Menimbarg, bakrva dalam nila remalil hukem perdata psda pasal
1848 ¥UHPerdalz: menentuzan kekualan pemavkfian suahe sure? yang
bengpa sainan dan foocopy dapal mempuryss nilal hukam peenbktian
sepanjang kubipan, salman dan falecogy i sesual dengan asinge, in crso
bkl Pha-Z, lilak ada asleva walaogun lelab dben MNaleds Sebagarmana
dilerfukar Urdarg-Undang maleral lidak mempurys kedoaatan alat bukh
varg =ah sehingga alal bukl  bersebul yang dopakan cleh  pars
polrannbungans Majells mengensempinghannygn:

Manirnbars), bafraa dar alal-afal bukli d2n kaberangan pacs sakal yarg
diajukan nlzh parm pelassndkbaasanygn sehagaimane dloraken debas dalem
hisungamnys  =2by sama lainmya, para pedawaniuasanys  bdsk dapat
mzmbukbian dalidalil gugatanmya;

Rl iieni baieg, DElaa olely Mareed du gugsalain pae palassan arus dikalak
e Majels Hadm ldek perkl sl mempsrimbangkan alal-alad baikll yrng
thajukan oleh para adavwan;

Minimbang batvan alch sarena gugalan para polzwan ditolnk, maca
parn pesbasan hanss dhosin unbok membayvar biaya peckara;

Memperhaikan Pasal 1243 KLHPardata, Undang-Undang RI Momar
d4 Tanun 1896 lentang Hak Tanggungan, serld  peraluran Bn yang
bearaardgkilan |

MENGADILI
Cralam Eksepsk;
- Meroiek ehsepsl para Talewan selunmngs;
Dalam Prowes:

- Werokss provesi para palavan,
Dalam pokok porkara;
= Menciak gugalan pars pelawan sefunbemys,
= Mengnukum para peiawan umtak membayar blaya perkars yang samanl
harl ini dilelzpkan sejumlah RpE61.000 00.- (Deiapan ralus ersam pih
sl fibw rupRhY;

Damioan dpatuskan deinom sidong permusyawantan Mejels Hakm
Penganilan Megerd Lhokseumaae, pada har Senin, langgal 14 Jaruan 2019,
plah ki, Sugsman M, 5H., MH, sahacs Hakim Kaelus, M.Yusul, 5H MH.
dan Radbian, SH., AMH, masing-masing sebtagai Hakim Anggola, yarg
dilunjuk  berfasorkan Sumt Peoolapan Kelia Sengadian Meperd
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Likzeamawa Mol 13PAL G0 BFN Lam lBnggal 20 Sapamier 2018,
pLrdman dersehul discapkan falam permklanoan ks unhe omem pacds
har Rty tAnggal 23 Janieri 2018 oleb Hakin Ketua ddsmpingl oleh para
Hakim Anggota torsebut, dioanby Iskandar, SH., Fardera Pengoatll paca
Fergadilan Megatd Lhokeaumaee dihadn Kimea pars Pessdl, Kibsa
Tedawan | Todesmn B8 don tnpa o hadil aksh Kurse Terewan 8

Hakim=hakim &nggota: Hakcim Ketua

M.t 5.HLOMH. Bulaiman b, 5H., M.H

Mukchtarl, 5.H., M.H.

Panitara Pangganli,
Iskandar, 5H,.

Perincean ks .
1. Peredallsran Fp 3000000
ol 3 ] R e By BDLOOED. D0
3. Panggian.. ey @ 770008, 00
4 Marare i Rp § 00K, D0
T T I T (£ 00K, 00

ST et s Ro BE1.ODDO0

| Delapan rahuss enam puiLh satu nbu repah |
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